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ABSTRAK
Nama Penyusun : Linda Dwi Fusvita Rusdi
NIM : 608 001 08 012
Judul Skripsi : “Studi Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Polejiwa Kabupaten Barru”
Skripsi ini adalah studi tentang arahan pemanfaatan ruang di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Kabupaten Barru. Pengembangan kawasan PPI merupakan salah satu kawasan yang potensial untuk dikembangkan,
terutama berkaitkan dengan aspek fungsi, aksesibilitas dan produksi PPI. Kajian ini meliputi bentuk arahan pemanfaatan
ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Hal tersebut dilihat dari sisi potensi dan terjadinya tumpang tindih
pengelolaan kawasan serta perubahan pemanfaatan ruang dan pengalihan fungsi lahan pada kawasan PPI Polejiwa
Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian terapan dengan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif.
Terjadinya tumpang tindih pengelolaan kawasan serta perubahan pemanfaatan ruang dan pengalihan fungsi lahan pada
kawasan PPI Polejiwa Kabupaten Barru menunjukkan bahwa perlu adanya kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan
PPI Polejiwa ini sesuai dengan penggunaan lahan, aksesibilitas dan Produksi PPI dalam mengarahkan pemanfaatan
ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru.
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BAB I
PENDAHULUAN
⦁ Latar Belakang
Wilayah pesisir merupakan sumber pertumbuhan baru yang berpotensi untuk dikelola secara terpadu, bertahap
dan terprogram yang melibatkan dua atau lebih ekosistem untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya
alam secara optimal. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat tiga alasan yaitu : Pertama, fakta fisik bahwa Indonesia
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan panjang garis pantai + 81.000
Km. Wilayah lautan meliputi 5,8 juta Km2 atau 70% dari luas total teritorial Indonesia. Kedua, sepanjang garis pantai
dan bentangan perairan laut terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah mulai dari sumber daya alam
yang dapat diperbaharui, sampai yang tidak dapat di perbaharui. Ketiga, semakin bertambahnya jumlah penduduk,
secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya alam sebagai input dalam proses
produksi atau proses pembangunan lainnya.
Di lain pihak sumber daya daratan (terristrial) yang kita miliki semakin menipis, yang mengakibatkan mau atau
tidak mau akan berpaling ke kawasan pesisir dan lautan untuk memenuhi segenap kebutuhan sumber daya alam  bagi
kelangsungan pembangunan (Rokhmin Dahuri, dkk, 2001:1).
Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan komersial terbesar
pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial,perairan laut
Nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eklusif (ZEE). Memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat
sebanyak 6,26 juta ton per tahun dan dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton yang
tertangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEE. Pemanfaatan potensi perikanan
laut Indonesia ini bernilai ekonomis tinggi untuk kebutuhan lokal dan ekspor, yang tentu saja dapat mensejahterakan
kehidupan masyarakat.
Salah satu usaha peningkatan potensi bidang perikanan adalah pengadaan pusat-pusat pangkalan pendaratan ikan
(PPI) yang harus dikembangkan dan ditingkatkan pada daerah-daerah potensi perikanan. Pengadaan sarana prasarana
pangkalan  pendaratan ikan yang baik di suatu daerah diharapkan dapat mengembangkan kegiatan perikanan yang
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telah ada, sehingga mampu meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan daerah, yang berarti komsumsi ikan
per kapita dari penduduk setempat juga mengalami peningkatan.
Selain  menunjang perekonomian secara luas PPI juga penting untuk menunjang perekonomian lokal. Namun
dalam merencanakan dan mengelola PPI perlu suatu kearifan yang mempertimbangkan dampak positif tentunya
dampak negatifnya pun perlu diperhatikan.
Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al Quran surat Ar Ruum ayat 41.
Terjemahannya : “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
Keberadaan pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap konsep penataan kawasan pesisir pantai
termasuk kawasan PPI adalah wujud daripada seringnya terjadi benturan/tumpang tindih pengelolaan kawasan yang
berakibat pada terabaikannya daerah pesisir dari segala aktivitas pembangunan.
Diperlukan perencanaan komprehensif dalam pembangunan berkelanjutan terhadap seluruh kepentingan, aspek
dan kebutuhan obyek serta subyek pembangunan PPI harus mampu diakomodir. Tata ruang sebagai salah satu
bagian pembangunan berkelanjutan memberikan panduan dalam pemanfaatan ruang yang selaras dan sinergi antara
satu kawasan pemanfaatan ruang dengan kawasan pemanfaatan ruang lainnya.
Sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, latar belakang sosial budaya dan kegiatan ekonomi
masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Barru pada khususnya tidak dapat
dipisahkan dari lingkungan pesisir pantai dan laut.
Kabupaten Barru dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961.
Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur dengan
luas wilayah 1.174,72 Km2 (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota
Propinsi Sulawesi Selatan.
Kecamatan Tanete Rilau sebagai salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Barru yang berhadapan langsung
dengan selat Makassar dan satu-satunya daerah yang memiliki  PPI di kabupaten Barru yang berlokasi di desa
Tellumpanua. Desa Tellumpanua sebagai lokasi pembangunan kawasan PPI tersebut mempunyai potensi sebagai
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industri pengelolaan ikan, perikanan tangkap, serta dapat berfungsi sebagai perhubungan laut.
Dalam Al-Quran Surat Fathir ayat 12
Terjemahannya : “dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan
dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat
kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari
karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.
Selain memiliki berbagai macam potensi, kawasan PPI juga memiliki banyak permasalahan seperti sarana dan
prasarana kawasan PPI yang belum terpenuhi. Sarana dan prasarana yang seharusnya ada di kawasan PPI seperti
adanya fasilitas-fasilitas pokok, fasilitas pengelola dan fasilitas penunjang masih tidak terpenuhi oleh karena
kurangnya pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan di kawasan tersebut.
Masalah lainnya yaitu adanya perubahan pemanfaatan ruang dan pengalihan fungsi lahan di kawasan PPI  yang
di tandai dengan aktivitas pembangunan sarana dan prasarana sosial serta saling tumpang tindih dalam pengelolaan
pembangunan kawasan PPI yang tidak didasari oleh adanya sosial kontrol yang jelas guna menghindari terjadinya
pemanfaatan ruang kawasan PPI yang tidak menggunakan konsep dan aturan yang jelas. Sehingga perencanaan
penataan wilayah pesisir khususnya kawasan  PPI Polejiwa perlu diarahkan secara terpadu guna mengharmoniskan
dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan pangkalan pendaratan ikan dan pembangunan sarana dan prasarana baik
sebagai penunjang maupun pendukung secara menyeluruh di kawasan ini.
Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka diperlukan arahan pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan
potensi yang ada di kawasan PPI dengan menentukan bagian mana pada kawasan yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan, penunjang maupun sebagai pendukung untuk kawasan pangkalan pendaratan ikan. Serta memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana di kawasan PPI Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten
Barru yang merupakan bagian dari kawasan pesisir pantai dapat berkembang dengan lebih optimal.
⦁ Rumusan Masalah
Berdasarkan konsepsi latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah
“ Bagaimana arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa di Desa Tellumpanua
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ?”.
⦁ Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “ Mengetahui arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan
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Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa di desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ”.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
⦁ Bagi Pemerintahan Kabupaten Barru, hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai masukkan dalam penyusunan
arahan penggunaan dan pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan PPI Polejiwa. Dan dapat mengontrol
perkembangan pembagunan di Kabupaten Barru sesuai dengan kebutuhan penduduk dan ruang wilayah yang
digunakan.
⦁ Bagi masyarakat setempat dan lembanga non formal, hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang pentingnya mengarahkan setiap pembangunan dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat dan seiring dengan aturan tata ruang yang berlaku.
⦁ Ruang Lingkup Penelitian
⦁ Ruang Lingkup Wilayah
Wilayah penelitian yaitu berada di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yang memiliki
luas wilayah Desa ± 6,65 km2 yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 0 sampai 2 meter dari
permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :
⦁ Bagian utara dengan Desa Lipukasi
⦁ Bagian timur dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
⦁ Bagian selatan dengan Desa Pao-pao
⦁ Bagian barat dengan Selat Makassar.
⦁ Ruang Lingkup Substansial
Ruang lingkup wilayah atau kajian wilayah studi dibatasi hanya di Kawasan PPI Polejiwa Kecamatan Tanete
Rilau Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas perubahan pemanfaatan ruang dan terjadinya
pengalihan fungsi lahan pada kawasan penelitian serta sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di kawasan
penelitian sebagai pendukung pada kawasan penelitian.
⦁ Definisi Operasional
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⦁ Pemanfaatan ruang adalah aktivitas yang ada di dalam suatu ruang. Pemanfaatan ruang yang di maksud adalah
Aktivitas PPI yang menunjang pemanfaatan ruang untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan ketentuan tata ruang yang telah disusun.
⦁ Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan
tertentu. Kawasan yang di maksud adalah keseluruhan daerah yang masuk dalam kawasan fungsional pangkalan
pendaratan ikan.
⦁ Sarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana
yang dimaksud adalah keseluruhan alat penunjang yang terdapat di kawasan pangkalan pendaratan ikan. Seperti
fasilitas pengelola dan tempat pelelangan ikan. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu kawasan atau
wilayah sehingga memungkinkan suatu ruang berfungsi sebagai mana mestinya. Prasarana yang dimaksud
adalah keseluruhan kelengkapan dasar fisik untuk kawasan pangkalan pendaratan ikan seperti jalan.
⦁ Pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna
mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan,
pemasaran ikan dan pikembinaan masyarakat perikanan. Pangkalan pendaratan ikan yang dimaksud adalah
pangkalan pendaratan ikan yang ada di lokasi penelitian yaitu PPI Polejiwa.
⦁ Pendaratan ikan adalah bangunan pelayanan umum sebagai tempat bertambatnya kapal/perahu nelayan untuk
mendaratkan ikan hasil tangkapannya.
⦁ Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai
tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda
transportasi.
⦁ Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembaca memahami alur penulisan pada  penelitian ini, maka disusun sistematika
penulisan, sebagai berikut:
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BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat, ruang lingkup , definisi operasionaL, dan sistematika pembahasan.
BAB II Merupakan tinjauan pustaka menyangkut kajian kepustakaan berupa beberapa pengertian dan hasil kajian
keilmuwan yang berkaitan dengan kawasan pesisir, pemanfaatan ruang dan pangkalan pendaratan ikan
(PPI), yang melandasi pelaksanaan penelitian, dan kerangka pemikiran.
BAB III Menjelaskan metode penelitian yang berisi lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, metode analisis data dan kerangka pikir.
BAB IV Merupakan gambaran umum wilayah penelitian berisi gambaran umum Kabupaten Barru, Gambaran
Umum Kecamatan Tanete Rilau, Gambaran umum wilayah penelitian Desa Tellumpanua dan
karakteristik PPI Polejiwa yang dijadikan kawasan obyek penelitian.
BAB V Merupakan hasil dan pembahasan yang berisi analisis-analisis yang dilakukan untuk mendapatkan hasil
yang diinginkan.
BAB IV Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan hasil pembahasan yang telah di lakukan serta
saran-saran yang berhubungan dengan hasil studi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
⦁ Struktur Ruang
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana.
Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional.
Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud
struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan
lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.
Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota (Sinulingga, 2005: 97, yaitu :
⦁ Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang
cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan.
⦁ Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk
berkumpul pada suatu tempat.
⦁ Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau. Jaringan
transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas.
⦁ Bentuk dan Model Struktur Ruang
Bentuk struktur ruang kota apabila ditinjau dari pusat pelayanan (retail) terbagi menjadi tiga, yaitu (Sinulingga,
2005:103-105)
1. Monocentric city
Monocentric city adalah kota yang belum berkembang pesat, jumlah penduduknya belum banyak, dan hanya
mempunyai satu pusat pelayanan yang sekaligus berfungsi sebagai CBD (Central Bussines District).
2. Polycentric city
Perkembangan kota mengakibatkan pelayanan oleh satu pusat pelayanan tidak efisien lagi. Kota-kota yang
bertambah besar membutuhkan lebih dari satu pusat pelayanan yang jumlahnya tergantung pada jumlah penduduk
kota. Fungsi pelayanan CBD diambil alih oleh pusat pelayanan baru yang dinamakan sub pusat kota (regional centre)
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atau pusat bagian wilayah kota. Sementara itu, CBD secara berangsur-angsur berubah dari pusat pelayanan retail
(eceran) menjadi kompleks kegiatan perkantoran komersial yang daya jangkauan pelayanannya dapat mencakup
bukan wilayah kota saja, tetapi wilayah sekeliling kota yang disebut juga wilayah pengaruh kota.
CBD dan beberapa sub pusat kota atau pusat bagian wilayah kota (regional centre) akan membentuk kota
menjadi polycentric city atau cenderung seperti multiple nuclei city yang terdiri dari:
⦁ CBD, yaitu pusat kota lama yang telah menjadi kompleks perkantoran.
⦁ Inner suburb (kawasan sekeliling CBD), yaitu bagian kota yang tadinya dilayani oleh CBD waktu kota
belum berkembang dan setelah berkembang sebagian masih dilayani oleh CBD tetapi sebagian lagi dilayani
oleh sub pusat kota.
⦁ Sub pusat kota, yaitu pusat pelayanan yang kemudian tumbuh sesuai perkembangan kota.
⦁ Outer suburb (pinggiran kota), yaitu bagian yang merupakan perluasan wilayah kegiatan kota dan dilayani
sepenuhnya oleh sub pusat kota.
⦁ Urban fringe (kawasan perbatasan kota), yaitu pinggiran kota yang secara berangsur-angsur tidak
menunjukkan bentuk kota lagi, melainkan mengarah ke bentuk pedesaan (rural area)
3. Kota metropolitan
Kota metropolitan adalah kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota satelit yang terpisah cukup jauh dengan
urban fringe dari kota tersebut, tetapi semuanya membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan penduduk
wilayah metropolitan.
Adapun model struktur ruang apabila dilihat berdasarkan pusat – pusat pelayanannya diantaranya:
⦁ Mono centered, terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat yang tidak saling terhubung antara sub pusat
yang satu dengan sub pusat yang lain.
⦁ Multi nodal, terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat dan sub-sub pusat yang saling terhubung satu
sama lain. Sub-sub pusat selain terhubung langsung dengan sub pusat juga terhubung langsung dengan
pusat.
⦁ Multi centered, terdiri dari beberapa pusat dan sub pusat yang saling terhubung satu sama lainnya.
⦁ Non centered
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Pada model ini tidak terdapat node sebagai pusat maupun sub pusat. Semua node memiliki hirarki yang sama
dan saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya.
Gambar 1
Model Struktur Ruang (sumber : Sinulingga 2005)
Selain itu beberapa penulis juga menggolongkan tipologi struktur sebagai gambar berikut:
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Gambar 2
Tipologi Struktur Ruang (sumber : Wiegen 2005)
⦁ Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi
satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi, wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang
khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan.
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Gambar 3
Batas fisik wilayah pesisir
Kawasan pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian
darat, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut dan
perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh
bagian laut yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan
manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
Ciri pokok wilayah pesisir menurut Kay (1999) adalah :
⦁ Wilayah pesisir mencakup komponen darat dan laut
⦁ Mempunyai batas darat dan laut yang ditentukan oleh tingkat pengaruh pada laut dan pengaruh laut pada
darat
⦁ Tidak memiliki lebar, kedalaman dan ketinggian yang seragam.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan
habitat yang beragam, didarat maupun laut dan saling berinteraksi antara habitat tersebut. Disamping itu wilayah
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pesisir yang mempunyai potensi yang sangat besar, baik potensi sumber daya alam maupun ekonomi, juga
merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Dan kegiatan pembangunan yang
dilakukan di wilayah pesisir, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak merugikan terhadap ekosistem
wilayah pesisir (Dahuri et al., 1996).
Dijelaskan pula bahwa dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan
sumber daya pesisir, dimana ekosistem pesisir dapat bersifat alami atau buatan. Ekosistem alami yang umumnya
terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah : terumbu karang, hutan magrove, padang lamun, pantai berpasir
maupun delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lian berupa : tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri,
kawasan agroindustri dan kawasan permukiman.
⦁ Asas dan Prinsip Dasar Perencanaan Tata Ruang Pesisir
Untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan maupun pengembangan ekonomi
masyarakat tanpa melupakan kelestarian daya dukung sumberdaya alam yang ada, perencanaan tata ruang pesisir
seyogyanya didasarkan pada azas dan prinsip dasar penataan ruang pesisir (Ditjen PPPK,2002), sebagai berikut :
⦁ Azas perencanaan tata ruang, sebagai berikut :
⦁ Azas keadilan, yaitu bahwa penataan ruang harus dapat menjamin keadilan untuk semua kepentingan,
masyarakat, dunia usaha secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.
⦁ Terpadu, yaitu bahwa penataan ruang merupakan suatu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan
ruang, dilakukan secara terpadu, menyeluruh, mencakup antara lain pertimbangan waktu, modal,
optimasi, daya dukung lingkungan dan geo politik.
⦁ Berdaya guna dan berhasil guna, yaitu penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang
sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.
⦁ Serasi, selaras dan seimbang, yaitu penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan,
dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
⦁ Berkelanjutan, yaitu penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber alam dengan
memperhatikan kepentingan masa depan.
⦁ Prinsip dasar perencanaan tata ruang, sebagai berikut :
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⦁ Hubungan fungsional, yaitu perencanaan tata ruang pesisir seyogyanya saling berhubungan secara
fungsional, dimana peruntukan suatu kegiatan seharusnya tidak merugikan kegiatan lainnya atau
sebaliknya.
⦁ Daya dukung lingkungan, yaitu pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan dan daya dukung
lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini penempatan kegiatan ruang pada wilayah pesisir diprioritaskan
untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bergantung pada penggunaan air laut.
⦁ Keterpaduan, yaitu perencanaan tata ruang laut harus dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan
dengan rencana tata ruang daratan.
⦁ Menyeluruh, yaitu perencanaan kawasan ruang pesisir harus direncanakan secara menyeluruh yang
mencakup sarana/prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta utilitas seperti air,
listrik, gas, jaringan telekomunikasi, pertambakan serta zona ekosistem lainnya.
⦁ Kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Pesisir
⦁ Kebijaksanaan Nasional
Pada tingkat Nasional, perencanaan pada dasarnya berkaitan dengan sasaran nasional dan alokasi sumberdaya.
Namun dalam banyak hal, terutama dalam perencanaan zona pesisir nasional terpadu tidak hanya mencakup pada
alokasi yang sebenarnya tentang sumberdaya untuk berbagai pamanfaatan. Tetapi ditujukan untuk penentuan prioritas
terhadap proyek-proyek ditingkat Propinsi dan Kabupaten.
Selain itu pengelolaan lingkungan hidup juga perlu diupayakan untuk menciptakan lingkungan yang
berkualitas yang melibatkan para perencana dan pengambil keputusan, penegak hukum dan pejabat pemerintahan,
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu kesamaan persepsi dan sikap semua
pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan lingkungan
dapat mencapai hasil yang maksimal khususnya dalam pengelolaan lingkungan alam di kawasan dermaga dan
lautan.
⦁ Kebijakan Regional/ Propinsi
Pelaksanaan pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan di arahkan dalam 2 (dua) kebijakan pokok, yaitu (1)
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Kebijakan Spasial dan (2) Kebijakan Sektoral/ Pembangunan daerah.
⦁ Kebijakan Spasial
Kebijakan ini merupakan pelaksanaan tata ruang yang diterapkan dalam pola dasar pembangunan daerah.
Perencanaan tata ruang dirancang untuk pencapaian sasaran pengembangan dan pemerataan pertumbuhan dalam
bentuk pemetaan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan jaringan transportasi/Komunikasi, sehingga menghasilkan
efesiensi dan efektivitas ke seluruh kegiatan usaha masyarakat.
⦁ Kebijakan sektoral
Dalam kebijakan sektoral sasaran pembangunan dilaksanakan meliputi seluruh sektor kegiatan usaha yang
diasumsikan untuk meningkatkan pembangunan dengan ditunjang oleh peningkatan devisa dalam hal ini adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
⦁ Kebijakan Kabupaten
Pertimbangan tata ruang kawasan pesisir pantai Kabupaten Barru yang penekanannya terhadap aspek fisik,
kependudukan, fungsi kawasan dan keterkaitannya serta pola pembagian unit internal serta struktur pelayanannya,
sehingga prospek pengembangan dan jenis elemen yang akan dikembangkan, berdasarkan hasil tipologi pantai,
sebagai satuan pengembangan kawasan pantai Kabupaten Barru yang dapat digolongkan sebagai berikut :
⦁ Satuan pengembangan A (Kecamatan Barru dan Kecamatan Perwakilan Balusu)
⦁ Satuan pengembangan B (Kecamatan Tanete Rilau)
⦁ Satuan pengembangan C (Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi).
⦁ Kebijakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Barru
Berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan pengelolaan pangkalan
pendaratan ikan telah menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan pangkalan pendaratan ikan Polejiwa
Kabupaten Barru. Pasal 41 UU No.31/ 2004 tentang perikanan dalam rangka mengembangkan mengatur tentang
pembangunan pelabuhan perikanan, pemerintah membangun dan membina peraturan perikanan dilaksanakan secara
terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah ini belum dilaksanakan
sepenuhnya karena masih bersifat top down dan sektoral, dan adanya kendala otonomi daerah.
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⦁ Potensi Perikanan dan Kelautan
Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan komersial terbesar
pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial,perairan laut
Nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eklusif (ZEE). Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta
km² dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia sepanjang 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.845
pulau memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun dan dapat dikelola secara
lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton yang tertangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh
dari perairan ZEE.
Wilayah laut Indonesia memiliki potensi SDI (sumberdaya ikan) 6,7 ton, yakni 2,0 juta ton untuk ZEE Indonesia
dan 4,7 juta ton untuk perairan teritorial Indonesia, dan hanya 62 persen yang dimanfaatkan.Perairan laut yang luas
membentang, menghubungkan pulau-pulau tersebut. Berbagai perairan dangkal dan dalam menyediakan sumber
kekayaan alam yang luar biasa bagi hidup manusia.
Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini bernilai ekonomis tinggi untuk kebutuhan lokal dan ekspor,
yang tentu saja dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Walaupun telah mengalami berbagai peningkatan pada
beberapa aspek, namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan atau peranan terhadap pertumbuhan
perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Indonesia.
Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan semestinya membuka lapangan kerja yang sangat luas terutama bagi
putra daerah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
⦁ Pemanfaatan Ruang
Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu
kesatuan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta melihara kelangsungan hidupnya.
Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Konsep ruang
mempunyai beberapa unsur, yaitu : (1) jarak; (2) lokasi; (3) bentuk; dan (4) ukuran. Konsep ruang juga berkaitan
erat dengan waktu. Hal ini dikarenakan bahwa pemanfataan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan
organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Konsep ruang kemudian dikembangkan oleh Hartchome (1960). Ia
mengintroduksikan unsur hubungan fungsional diantara fenomena, yang melahirkan konsep struktur fungsional
tata ruang bersifat subyektif karena dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan kreteria subyektif.
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Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan ketentuan tata
ruang yang telah disusun. Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan
pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap
pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW baik Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain
merupakan proses, penataan ruang sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk
mewujudkan sasaran pengembangan wilayah.
⦁ Penataan Ruang
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
bagi semuu kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan,
persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. ( Kamus Tata Ruang 1998 )
Penataan ruang pesisir merupakan upaya untuk dapat mengelola wilayah pesisir dengan sebaik-baiknya,
berkelanjutan dan menghindarkan kemungkinan terjadinya konflik antar kepentingan. Penataan ruang bertujuan
untuk terselenggaranya penataan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan
ruang pada kawasan lindung dan budidaya sehingga terciptanya pengaturan pemanfaatan ruang yang berkualitas.
Upaya penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan sangat penting
dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Darwanto 2000).
Sedangkan menurut Rustiadi et al. (2004), penataan ruang pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja.
Dengan memahaminya sebagai proses pembangunan melalui upaya-upaya perubahan ke arah kehidupan yang lebih
baik, maka penataan ruang merupakan bagian dari proses pembangunan. Penataan ruang mempunyai tiga urgensi,
yakni :
⦁ Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktifitas dan efisiensi).
⦁ Alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan).
⦁ Keberlanjutan (prinsip sustainability).
Konsep penataan ruang dapat menjadi aktivitas yang mengarahkan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha. Penataan ruang bukanlah suatu tujuan melainkan alat untuk
mencapai tujuan, dengan demikian kegiatan penataan ruang tidak boleh berhenti dengan di Perda-kannya rencana tata
ruang kabupaten, tetapi penataan ruang harus merupakan aktivitas yang terus menerus dilakukan untuk mengarahkan
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masyarakat suatu wilayah untuk mencapai tujuan-tujuan pokoknya (Darwanto 2000).
Perencanaan tata ruang merupakan perumusan tata ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan
konservasi bagi kelestarian lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah mengarah dan mengatur alokasi pemanfaatan
ruang, mengatur alokasi kegiatan, keterkaitan antar fungsi kegiatan, serta indikasi program dan kegiatan
pembangunan. Hasil perencanaan tata ruang yang disebut rencana tata ruang sesungguhnya adalah konsep, ide, dan
merupakan instrumen pengendalian pembangunan suatu wilayah pemerintahan yang menjadi pegangan bersama
segenap aktor pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.
Idealnya suatu rencana tata ruang disusun berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat yang dirumuskan dan
dianalisis dengan metode dan teknik perencanaan. Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi
yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang
untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan
(sustainability of development). Widiarto (2000) dalam Zainuddin (2004) menjelaskan bahwa tata ruang merupakan
suatu bentuk instrumen publik yang bersama-sama dengan bentuk-bentuk instrumen publik yang lain, misalnya
kebijaksanaan tentang penganggaran sektor publik dan peraturan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai
keadaan publik yang lebih baik.
Fungsi penataan ruang dalam kebijakan pembangunan daerah adalah: sebagai matra ruang dari kebijakan
pembangunan daerah, merupakan pedoman untuk menetapkan lokasi bagi kegiatan pembangunan dalam
pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam rencana tata ruang, dan sebagai alat untuk mengkoordinasikan
perencanaan, pelaksanaan pemanfaaatan ruang bagi kegiatan yang memerlukan ruang, sehingga dapat menyelaraskan
setiap program antar sektor yang terlibat.
⦁ Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat
kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan
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pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai
penunjang dalam menunjang pemanfaatan produksi pasca panen antara lain mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:
⦁ Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional
⦁ Pembangunan industri baik hulu maupun hilir
⦁ Pembangunan masyarakat (perikanan) di sekitar pelabuhan perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan
dinamis.
Berikut fungsi dan fasilitas yang harus dimiliki sebuah pelabuhan perikanan :
Tabel 1
Standar Fungsi Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan
N
O
FUNGSI STANDAR YANG DITETAPKAN
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1 Umum ⦁ Kedalaman perairan memasuki
pelabuhan
⦁ Tanda – tanda Navigasi kepelabuhan
agar kapal-kapal dapat melakukan olah
gerak kapal di pelabuhan dengan lebih
mudah dan aman
⦁ Kolam pelabuhan yang memadai baik
luas maupun kedalamannya serta
terlindung dari gelombang dan arus
yang kuat saat melakukan kegiatan di
pelabuhan
⦁ Membangun pemecah gelombang
(break water)
⦁ Dermaga yang cukup panjang dan
luasnya untuk melayani kapal berlabuh
⦁ Menyediakan fasilitas bahan kebutuhan
pelayaran seperti; Bahan bakar minyak,
pelumas, air minum, listrik, sanitasi &
kebersihan, saluran pembuangan sisa
kotoran kapal, penanggulangan sampah
⦁ Sistem pemadam kebakaran
⦁ Bangunan rumah dan perkantoran
pelabuhan
⦁ Area di bagian laut dan darat untuk
memperluas atau pengembangan
pelabuhan
⦁ Jalan raya sebagai sarana transportasi
penghubung kegiatan pemasaran
⦁ Halaman tempat parkir
⦁ Fasilitas perbaikan dan perawatan
kapal yang melayani kapalkapal yang
sifatnya sebagai dok perbengkelan dll.
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2 Khusus ⦁ Fasilitas pelelangan ikan
⦁ Fasilitas pengolahan seperti
pengepakan, pengemasan dan Cold
storage.
⦁ Pabrik es
⦁ Fasilitas sarana produksi
penangkapan ikan.
Sumber:Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/ 2006.
Tabel 2
Standar Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Ditetapkan Departemen Kelautan dan Perikanan
N
o
FASILITAS STANDAR YANG DITETAPKAN
1 Fasilitas Pokok ⦁ Fasilitas perlindungan kapal⦁ Fasilitas tambat kapal⦁ Fasilitas Perairan / Kolam pelabuhan
2 Fasilitas
Fungsional ⦁ Transportasi⦁ Bantuan petunjuk navigasi⦁ Daratan tempat aktivitas⦁ Suplay bahan bakar dan air tawar⦁ Sarana Komunikasi⦁ Sarana penanganan & pengolahan⦁ Manajemen pelabuhan⦁ Penanganan sisa minyak⦁ Kebersihan / sanitasi
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Sumber:Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/ 2006.
⦁ Klasifikasi Pelabuhan Perikanan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 klasifikasi besar/kecilnya skala
usaha pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan, sebagai berikut:
a. Tipe A
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), diperuntukkan bagi kapal perikanan yang dioperasikan di perairan
samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan laut terotorial, ZEE
(zona ekonomi ekslusif) dan laut lepas.
Pelabuhan perikanan samudera memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :
⦁ Tersedianya lahan seluas 50 Ha
⦁ Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan diatas 100-200 GT dan kapal pengangkut ikan 500-1000 GT.
⦁ Melayani kapal-kapal perikanan 100 unit/hari
⦁ Jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton/hari
⦁ Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan.
b. Tipe B
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan
Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut
teritorial.
Pelabuhan perikanan nusantara memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :
⦁ Tersedianya lahan seluas 30Ha-40 Ha
⦁ Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan diatas 50 GT-100 GT
⦁ Melayani kapal-kapal perikanan 50 unit/hari
⦁ Jumlah ikan yang didaratkan 100 ton/hari
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⦁ Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan
kawasan industri perikanan.
c. Tipe C
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan
pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
Pelabuhan perikanan pantai memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :
⦁ Tersedianya lahan seluas 10 Ha-30 Ha
⦁ Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan <50 GT
⦁ Melayani kapal-kapal perikanan 25 unit/hari
⦁ Jumlah ikan yang didaratkan 50 ton/hari
⦁ Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan
kawasan industri perikanan.
d. Tipe D
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pedalaman
dan perairan.
Pangkalan pendaratan ikan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :
⦁ Tersedianya lahan seluas 10 Ha
⦁ Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan <30 GT
⦁ Melayani kapal-kapal perikanan 15 unit/hari
⦁ Jumlah ikan yang didaratkan >10 ton/hari
⦁ Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan
Berikut ini karakteristik Pelabuhan Perikanan dalam bentuk tabulasi di Indonesia berdasarkan kapasitas dan
kemampuan pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan. (Tabel II.3).
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Tabel 3
Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI :
No Kriteria Pelabuhan
Perikanan
PPS PPN PPP PPI
1 Daerah operasional kapal
ikan yang dilayani
Wilayah laut
teritorial,
Zona
Ekonomi
Ekslusif
(ZEEI) dan
perairan
internasional
Perairan
ZEEI dan
laut
teritorial
Perairan
pedalaman,
perairan
kepulauan,
laut
teritorial,
wilayah
ZEEI
Perairan
pedalaman
dan
perairan
kepulauan
2 Fasilitas tambat/labuh
kapal
>60 GT 30-60 GT 10-30 GT 3-10 GT
3 Panjang dermaga dan
Kedalaman kolam
>300 m
dan >3 m
150-300
m dan >3
m
100-150 m
dan >2 m
50-100 m
dan >2 m
4 Kapasitas menampung
Kapal
>6000 GT
(ekivalen
dengan 100
buah kapal
berukuran
60 GT)
>2250 GT
(ekivalen
dengan 75
buah
kapal
berukuran
30 GT)
>300 GT
(ekivalen
dengan 30
buah kapal
berukuran
10 GT)
>60 GT
(ekivalen
dengan 20
buah
kapal
berukuran
3 GT)
5 Volume ikan yang
didaratkan
rata-rata 60
ton/hari
rata-rata
30
ton/hari
- -
6 Ekspor ikan Ya Ya Tidak Tidak
7 Luas lahan >30 Ha 15-30 Ha 5-15 Ha 2-5 Ha
8 Fasilitas pembinaan mutu
hasil perikanan
Ada Ada/Tidak Tidak Tidak
9 Tata ruang (zonasi)
pengolahan/pengembangan
industri perikanan
Ada Ada Ada Tidak
Sumber:http://setiyowidodo.blogspot.com/2010/09/pengertian-pelabuhan-perikanan.html
Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing pelabuhan untuk
menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan.
⦁ Fungsi koleksi yang diemban setiap jenis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :
a. Kolektor I, diemban oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang menampung hasil produksi perikanan dari
PPN, PPP dan PPI.
b. Kolektor II, diemban oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang menampung hasil produksi perikanan
dari PPP dan PPI.
c. Kolektor III, diemban oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang menampung hasil produksi perikanan dari
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PPI.
⦁ Orientasi dalam penyaluran hasil produksi menurut jenis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :
a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada (dan yang
tertampung dari PPN, PPP dan PPI) melalui pemasaran hasil produksi perikanan ke pasar nasional dan
internasional (ekspor).
b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada (dan yang
tertampung dari PPP dan PPI) melalui pemasaran hasil produksi perikanan ke pasar nasional dan internasional
(ekspor).
c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada (dan yang
tertampung dari PPI) melalui pemasaran hasil produksi perikanan ke pasar regional dan lokal atau menyalurkan
ke PPS atau PPN.
d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), diorientasikan untuk menyalurkan hasil produksi yang ada melalui pemasaran
hasil produksi perikanan ke pasar lokal atau menyalurkan ke PPS, PPN atau PPP.
⦁ Karakteristik Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi  sebagaimana termuat dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan
Nomor Kep.10/MEN/2004,  yaitu sebagai berikut:
⦁ Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
⦁ Pelayanan teknis kapal perikanan;
⦁ Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan
perikanan;
⦁ Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
⦁ Pelaksanaan  fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran
hasil perikanan;
⦁ Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan;
⦁ Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan;
⦁ Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil
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perikanan di wilayahnya;
⦁ Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
⦁ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
penyelenggaraan fungsi pelabuhan perikanan memiliki karakteristik kegiatan meliputi:
⦁ Kegiatan operasional di laut, meliputi kegiatan sebagai berikut:
⦁ Produksi/menangkap ikan.
⦁ Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan.
⦁ Manuver kapal.
⦁ Berlabuh (sandar dan tunda/tunggu).
⦁ Bongkat muat (pendaratan hasil tangkapan, stocking berlayar, distribusi/pemasaran).
⦁ Perlindungan.
⦁ Kegiatan operasional di darat, meliputi kegiatan sebagai berikut:
⦁ Pemindahan, dari dermaga ke tempat sortir.
⦁ Penyortiran, pemilihan/pemilahan/pengelompokan komoditas sesuai dengan jenis, standar kualitas.
⦁ Pelelangan, pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan cepat.
⦁ Pengepakan, untuk pengiriman ke daerah-daerah yang jauh dari pelabuhan yang jauh. Standar pengepakan
disesuaikan menurut lamanya waktu perjalanan dari pelabuhan ketujuan dan dari jenis komoditasnya.
⦁ Penyimpanan, komoditas yang tidak langsung terjual atau menunggu ke proses selanjutnya akan disimpan
dalam cold storage.
⦁ Pengolahan, salah satu penanganan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai jual ikan maka ikan
tersebut diolah sebagai barang jadi seperti sarden,  ikan asin.
⦁ Administrasi/manjemen pelabuhan, pengelolaan kegiatan dalam pelabuhan diatur dan dilayani oleh unit
pelaksana teknis setempat. Pengaturan meliputi perijinan labuh, ijin usaha, maintenance pelabuhan dll.
Pelayanan meliputi pemenuhan kebutuhan yang diperlukan pengguna pelabuhan seperti keperluan BBM,
air bersih dll.
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⦁ Pemasaran, tindak lanjut akhir dari segala produk di pelabuhan adalah didistribusikan/dipasarkan.
⦁ Pembinaan dan penyebaran informasi kepada nelayan.
⦁ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Pangkalan pendaratan ikan berasal dari 3 kata, yaitu :
⦁ Pangkalan yang mempunyai arti :
⦁ Tempat kapal atau pelabuhan berlabuh.
⦁ Tempat menimbun atau mengumpulkan barang dagangan, hasil bumi, dan sebagainya.
⦁ Pendaratan, yang berarti pembuatan mendarat, tempat pendaratan.
⦁ Ikan, yang mempunyai arti hewan yang hidup di air. Disini yang dimaksud adalah ikan laut.
Pangkalan pendaratan ikan adalah bangunan pelayanan umum sebagai tempat bertambatnya kapal/perahu
nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya, kemudian diserahkan/dimasukkan ke tempat pelelangan ikan
untuk menyelenggarakan transaksi jual beli dengan cara lelang dan dilaksanakan dengan terbuka antara nelayan dan
pedagang ikan. Pangkalan pendaratan Ikan (PPI) juga merupakan pelabuhan khusus yang merupakan pusat
pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksinya maupun aspek pemasarannya. Dengan
demikian maka Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi
perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran. Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat para nelayan
mendaratkan ikan hasil tangkapannya dan menurut statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.
Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan pelabuhan kecil yang umumnya dikelola oleh Daerah. Sifat dari
pangkalan ini antara lain :
⦁ Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT.
⦁ Jumlah ikan yang didaratkan tiap hari sekitar 10 ton atau 2000 ton / tahun.
⦁ Melayani Kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai.
Fungsi pokok pangkalan pendaran ikan adalah memberikan pelayanan bagi seluruh kegiatan masyarakat
perikanan yang berkaitan dengan :
⦁ Produksi, yaitu sebagai tempat bongak muat hasil tangkapan dan pelayanan kebutuhan operasianal
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penangkapan.
⦁ Pengolahan, yaitu merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapan.
⦁ Faktor Penunjang
Faktor penunjang pengadaan atau pengembangan kegiatan perikanan tidak lain adalah kebijaksanaan pemerintah
dalam meningkatkan produksi. Dengan pengembangan bidang perikanan diharapkan adanya pengaturan produksi
perikanan tradisional dan industri.
Program pemerintah yang menunjang kegiatan perikanan antara lain:
⦁ Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan.
⦁ Meciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi yang berorientasi agribisnis.
⦁ Membina dan memfasilitasi seluruh kepentingan nelayan pembudidayaan ikan untuk meningkatkan
produktivitasnya.
⦁ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perikanan yang handal.
⦁ Tinjauan Terhadap Pangkalan Pendaratan Ikan
⦁ Motivasi pembangunan PPI
Motivasi pembangunan PPI menyangkut Faktor-faktor sebagai berikut :
⦁ Perluasan kesempatan kerja
⦁ Pemerataan pembangunan
⦁ Peningkatan kegiatan perikanan
⦁ Menunjang pembangunan ekonomi
⦁ Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.
⦁ Tujuan pengadaan pangkalan pendaratan ikan
Pengadaan pangkalan ikan pada hakekatnya bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan para
nelayan, sehingga motivasi pengadaannya menyangkut faktor-faktor, yaitu :
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⦁ Perluasan kesempatan kerja
⦁ Pemerataan pembangunan
⦁ Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan.
⦁ Relevansi pelabuhan perikanan dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah.
⦁ Peningkatan perikanan di daerah tersebut dan sekitarnya.
⦁ Elemen-elemen Pangkalan Pendaratan Ikan
Tabel 4
Elemen dan ukuran PPI
NO ELEMEN-ELEMEN PPI LUASAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Pos Jaga
Area Parkir
Kantor Pengelola
Kantin
Aula Nelayan
Kantor Retribusi
Instalasi air
Gudang Es
TPI
Kantor Polisi Perairan
Koperasi
SPBU
Gudang
Lantai jemur
Mesjid
Mess Pegawai
Kantor Pelayanan Terpadu
RTH/Taman
Genset
Sempadan Pantai
Gazebo
Dermaga
Cold storage (tempat
pembekuan ikan)
Ruang bongkar
Ruang sortir
270 m2
1700 m2
875 m2
360 m2
850 m2
340 m2
66 m2
286 m2
500 m2
360 m2
370 m2
250 m2
1260 m2
840 m2
500 m2
2500 m2
812 m2
20000 m2
36 m2
7000 m2
48 m2
100 meter
1000 m2
500 m2
1000 m2
JUMLAH 50000 m2
Sumber:Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/ 2006
⦁ Jenis-jenis pelayanan/jasa di pangkalan pendaratan ikan
Pemberian pelayanan/jasa terhadap pemakaian fasilitas di pendaratan ikan antara lain:
⦁ Pelayanan/jasa pelabuhan
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⦁ Jasa labuh
⦁ Jasa pandu
⦁ Jasa tunda
⦁ Jasa tambat
⦁ Pelayanan/jasa pemakaian fasilitas di darat
⦁ Pelayanan bengkel
⦁ Pelayanan docking
⦁ Pelayanan lelang
⦁ Pelayanan/jasa penjualan dan pengusahaan barang
⦁ Penjualan es
⦁ Penjualan bahan bakar
⦁ Penjualan barang komsumsi
⦁ Penjualan air bersih
⦁ Pelayanan/jasa persewaan
⦁ Persewaan peralatan seperti keranjang dan kereta dorong
⦁ Persewaan gudang seperti ruang pendinginan
⦁ Penarikan retribusi
⦁ Retribusi lelang
⦁ Retribusi parker
⦁ Pos masuk
⦁ Jenis-jenis Fasilitas Pada Pangkalan Pendaratan Ikan
⦁ Fasilitas Pokok
Sarana pokok meliputi :
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⦁ Ruang penanganan (handling) yang terdiri dari ruang bonkar dan dermaga.
⦁ Ruang sortir yang terdiri dari ruang sortir dan ruang timbang. Tempat sortir terletak dekat dengan
pelabuhan/dermaga, kegiatan sortir pemilihan kualitas ikan, disusun dalam wadah yang seragam besarnya
dengan menggunakan keranjang-keranjang dari plastik atau rotan, alat timbang, kereta dorong dan
sebagainya.
⦁ Ruang transaksi/pelelangan ikan yang terdiri dari ruang lelang, ruang kasir, ruang alat, gudang es, ruang
pengepakan dan sebagainya.
⦁ Ruang pendingin yang terdiri dari ruang mesin dan ruang pendingin.
⦁ Fasilitas pengelola
Fasilitas pengelola meliputi :
Ruang pengelola terdiri dari ruang kepala pengelola, ruang pegawai, ruang rapat dan ruang duduk.
⦁ Fasilitas penunjang
Fasilitas penunjang meliputi :
⦁ Ruang KUD terdiri dari ruang kepala KUD, ruang tamu, dan ruang karyawan.
⦁ Kantor usaha perikanan
⦁ Kios bahan bakar, yang terdiri dari ruang petugas, ruang bahan, ruang pompa, dan tangki bahan bakar.
⦁ Kriteria dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah sebagai berikut :
⦁ Pangkalan pendaratan ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah dan kegiatan perikanan yang
dilakukan masih bersifat tradisional.
⦁ Jumlah Ikan yang didaratkan minimum sampai dengan 5 ton/hari.
⦁ Dapat menampung kapal sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus.
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⦁ Panjang dermaga skurang-kurangnya 50 M dengan kedalaman kolam minus 2M.
⦁ Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.
⦁ Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan
Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan
hasil perikanan dan melelangkannya yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan
umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan mauoun pengolahannya.
Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai salah satu unsur prasarana ekonomi, dibangun dengan tujuan untuk
menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil.
Sesuai dengan fungsinya, ruang lingkup kegiatan PPI meliputi tiga hal pokok :
⦁ Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi ; tambat labuh perahu / kapal perikanan, bongkar muaat
hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan.
⦁ Kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil    meliputi ; penanganan hasil tangkapan,
pelelangan ikan, pengepakan, penyaluran / distribusi, pengolahan dan pengawetan.
⦁ Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, meliputi ; penyuluhan dan pelatihan,
pengaturan (keamanan, pengawasan dan perizinan), pengumpulan data statistik perikanan serta pembinaan
perkoperasian dan ketrampilan nelayan.
Ditinjau dari fungsinya, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan prasarana penangkapan yang
diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan berskala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan
ekonomi perikanan, pengembangan wilayah, agribisnis dan agroindustri serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan
otonomi daerah. Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas
penunjang.
Pelabuhan Perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di luat dan di darat ke
dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Murdiyanto, 2004). Sedangkan menurut pendapat Lubis (2000)
peranan pelabuhan perikanan meliputi beberapa aktivitas, antara lain:
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⦁ Pusat aktivitas produksi
⦁ Pusat aktivitas distribusi
⦁ Pusat kegiatan masyarakat nelayan.
⦁ Kelayakan Pengembangan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan
Menurut Suratman (2001:5) menyatakan bahwa studi kelayakan proyek merupakan suatu studi untuk menilai
proyek yang akan dikerjakan dimasa mendatang. Penilaian disini tidak lain adalah memberikan rekomendasi apakah
sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan ataukah sebaiknya ditunda dulu. Mengingat kondisi di masa
mendatang penuh ketidakpastian, maka yang dilakukan tentunya meliputi berbagai aspek dan membutuhkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memutuskannya.
Dalam penelitian ini peneliti menilai bahwa kelayakan pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan
Polejiwa merupakan kelayakan proyek pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan. Pengembangan fasilitas
Pangkalan Pendartan Ikan merupakan proyek Pemerintah dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
Kelayakan pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Polejiwa terdiri dari beberapa aspek, namun tidak
semua aspek dikaji/dibahas dalam penelitian ini. Aspek-aspek yang dikaji adalah aspek-aspek yang berkaitan dan
berhubungan langsung dengan studi arahan pengembangan kawasan yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Polejiwa
serta aspek-aspek yang mendukung pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Polejiwa.
⦁ Variabel Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang
Variabel kesesuaian dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan analisis pembobotan yang merupakan
pemberian bobot pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian
pemanfaatan ruang kawasan PPI. Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam
menganalisis data dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan disusun menurut ranking yang
telah dibuat sebelumnya. Penilaian faktor yang mempengaruhi kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan
pangkalan pendaratan ikan adalah penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI.
⦁ Penggunaan lahan
Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di
kawasan pangkalan pendaratan ikan. Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kebutuhan hidup manusia
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perlu pengolahan yang lebih lanjut. Oleh sebab itu diperlukan suatu kebujakan atau keputusan pada suatu
penggunaan lahan. Penggunaan lahan juga merupakan bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap
lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual. Adapun indikator yang
terkait dengan aspek penggunaan lahan tersebut adalah :
⦁ Kepemilikan lahan adalah hak atas pemanfaatan dan pengelolaan untuk suatu lahan tertentu sesuai
dengan ketetapan dan hukum yang berlaku.
⦁ Luas area pelabuhan/kawasan adalah besaran yang menyatakan ukuran seberapa besar area pelabuhan
terhadap kawasan Pangkalan pendaratan ikan (PPI).
⦁ Kepadatan bangunan adalah salah satu aspek dalam upaya pengendalian perkembangan tata ruang dan
tata bangunan serta tata lingkungan yang memperhatikan keserasian, fungsional, estetis serta ekologis
dalam pemanfaatan ruang lahan. Kepadatan bangunan berpengaruh terhadap intensitas daerah terbangun
yang merupakan optimaslisasi kemampuan lahan berbanding luas lahan.
⦁ RTH ( Ruang terbuka hijau ) adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang
diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah,
selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya
pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.
⦁ Jarak antar bangunan adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu bangunan terhadap bangunan
lainnya berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. jarak antar bangunan ini dilihat dari seberapa luas
perbandingan jarak antar bangunan yang ada yang berada dalam lingkup kawasan pangkalan pendaratan
ikan.
⦁ Aksesibilitas
Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan oleh orang untuk mencapai suatu tujuan lokasi. Adapun indikator
yang terkait dengan aspek aksesibilitas tersebut adalah :
⦁ Kondisi jalan adalah infrastruktur utama pada suatu kawasan permukiman. Fungsi utama jalan antara
lain sebagai prasarana transportasi yang berperan penting bagi segala aspek kehidupan, sebagai prasarana
distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan dan merupakan satu kesatuan sistem
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jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.
⦁ Moda angkutan adalah adanya sarana transportasi yang dapat melayani atau digunakan oleh masyarakat
pada suatu kawasan, baik dari segi jumlah maupun jenis sarana transportasi yang digunakan. Moda
angkutan yang di maksud ini yaitu adanya transportasi yang masuk ke kawasan pangkalan pendaratan
ikan baik transportasi umum maupun pribadi. Dari pusat kota ke PPI maupun dari jalur-jalur transportasi
umum.
⦁ Kapasitas jalan adalah daya tampung yang di muat oleh lebarnya jalan. dalam artian lebar jalan, apakah
pada lebar jalan bisa dilalui oleh 2 mobil yang berpapasan ataupun tidak.
⦁ Produksi PPI
Produksi PPI merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu pangkalan
pendaratan ikan dengan melihat hasil tangkapan yang diperoleh sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi
kebutuhan. Adapun indikator yang terkait dengan aspek produksi PPI tersebut adalah :
⦁ Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Dalam hal ini
adalah apakah hasil tangkapan yang di peroleh oleh nelayan dengan kualitas ikan yang baik dapat di
kirim ke luar negeri atau tidak. Strategi ekspor baik digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih
kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya.
⦁ Nasional adalah keseluruhan suatu negara dengan batas-batas administratif yang berlaku pada negara
tersebut. Nasional dimaksudkan bahwa hasil tangkapan atau olahan nelayan yang berada di kawasan
pangkalan pendaratan ikan dipasarkan secara luas di seluruh daerah yang ada di negara tersebut.
⦁ Lokal adalah suatu kegiatan yang berlaku atau diberlakukan hanya di suatu daerah dengan batasan
administrasi daerah tersebut yang telah ditentukan. Lokal dimaksudkan bahwa hasil tangkapan atau
olahan nelayan dipasarkan hanya di wilayah atau daerah penghasil yang telah dibatasi oleh administratif
daerah.
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BAB III
METODE PENELITIAN
⦁ Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yang memiliki luas
wilayah Desa ± 6,65  km2 yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 0 sampai 2 meter dari permukaan laut,
dengan batas-batas sebagai berikut :
⦁ Bagian utara dengan Desa Lipukasi
⦁ Bagian timur dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
⦁ Bagian selatan dengan Desa Pao-pao
⦁ Bagian barat dengan Selat Makassar
Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan karena pada kawasan pangkalan pendartan ikan
(PPI) Polejiwa terjadi beberapa permasalahan seperti arahan pemanfaatan ruang yang belum jelas, terjadinya
pengalihan fungsi lahan pada kawasan penelitian serta sarana dan prasarana belum terpenuhi di kawasan Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
⦁ Waktu Penelitian
Waktu penelitian berlangsung dari bulan Juli 2012 sampai dengan Oktober 2012 selama kurang lebih 4 bulan
⦁ Jenis dan Sumber Data
⦁ Jenis data
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan
lengkap, adapun jenis data terdiri atas dua macam, yaitu :
⦁ Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan
metode perhitungan yang sederhana, meliputi data luas lokasi penelitian, kepadatan penduduk dan luas
pemanfaatan lahan.
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⦁ Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup
penelitian baik dalam bentuk uraian kalimat ataupun penjelasan yang meliputi data batas dan ruang lingkup
lokasi penelitian, data fisik alam, karakteristik laut, betimetrik, kecepatan angin, arus ombak, tekstur tanah
dan sarana prasarana, serta data lain yang terkait dengan penelitian.
⦁ Sumber Data
Pada penulisan ini diperlukan data-data yang dapat mendukung dalam pembahasan lebih lanjut. Adapun data
tersebut dapat dilakukan melalui dua sumber yang dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu data primer dan data
sekunder.
⦁ Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui observasi atau melakukan pengamatan langsung di
lapangan. Adapun data-data yang diperlukan pada penelitian ini adalah karakteristik wilayah perencanaan
yang meliputi kondisi fisik, tata guna lahan, serta keadaan lingkungan yang mendukung dan berpengaruh
terhadap kawasan PPI.
⦁ Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari pemilihan kepustakaan dengan cara
mengumpulkan informasi dari beberapa literatur, jurnal, majalah, bahan-bahan seminar, serta data sekunder
yang diperoleh di lokasi studi. Adapun data sekunder yang di perlukan adalah telaah berbagai teoritis tentang
penataan kawasan pesisir khususnya kawasan PPI, peta lokasi kawasan, serta data-data lain yang dianggap
terkait dengan lokasi kawasan perencanaan yang baik.
⦁ Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan lengkap.
Dengan demikian diperlukan pula teknik pengumpulan data dengan cara :
⦁ Teknik Observasi atau Survey Lapangan
Observasi atau survey lapangan yaitu dengan cara pengamatan langsung ke lokasi studi yang dapat didukung
dengan melakukan interview terhadap masyarakat setempat yang kemudian disajikan dalam bentuk gambar, foto-foto
maupun secara deskriptif
⦁ Teknik Wawancara
Teknik Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi
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langsung dari sumbernya, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi arus informasi yang diterima untuk mengetahui
hal-hal secara lebih mendalam dari sumbernya yaitu para stakeholder yang terlibat langsung pada pemanfaatan ruang
pesisir yang diteliti, seperti : nelayan, penduduk sekitar lokasi PPI, para pengelola ikan atau pemakai jasa lingkungan
lainnya. Dimana untuk memperoleh jawaban-jawaban lingkup sosial kemasyarakatan termaksud wawasan
lingkungan.
⦁ Survey Instansional
Survey instansional dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari instansi terkait seperti, kantor Bappeda,
Kantor Dinas Tata Ruang, Kantor Statistik, serta instansi lain dan masyarakat yang terkait dengan penelitian juga
menjadi bagian dari pengambilan data berupa data sekunder dan data primer lainnya tentang lokasi penelitian. Data
dapat disajikan dalam bentuk tabulasi, gambar maupun secara deskriptif.
⦁ Studi Literatur
Dalam studi literatur, dipelajari data-data, baik data kuantitatif maupun kualitataf sumber dokumenter
( laporan, monografi daerah, buku-buku ilmiah ) dan lain-lain yang menyangkut permasalahan dan tujuan studi.
⦁ Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi atau foto-foto, merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan mengambil
gambar untuk memperlihatkan situasi yang sebenarya pada wilayah penelitian serta memenuhi kebutuhan data.
⦁ Metode Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka digunakan metode analisis sebagai berikut :
⦁ Analisis Deskriptif
Analisis yang digunakan dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk
menggambarkan atau menguraikan secara jelas mengenai kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang ada pada
lokasi penelitian.
Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langka penelitiaanya
tidak perlu merumuskan hipotesis. penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan
3
gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.
⦁ Analisis Pembobotan
Analisis pembobotan merupakan pemberian bobot pada masing-masing variabel yang digunakan dalam
penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan PPI. Metode pembobotan (faktor skoring)
juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan
disusun menurut ranking yang telah dibuat sebelumnya. Dimana pada kawasan ini akan dibagi ke dalam 3 (tiga) zona
dengan dasar untuk menentukan lokasi pada kawasan PPI yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kawasan,
penunjang dan pendukung di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa. Adapun pemberian bobot ini
dimaksudkan untuk mengetahui  arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Kabupaten Barru.
Tabel 5
Variabel dan Indikator penilaian Karakteristik Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
No Variabel Indikator Bobot
1 Penggunaan lahan
⦁ Kepemilikan lahan
⦁ Luas area kawasan
⦁ Kepadatan bangunan
⦁ Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
⦁ Jarak antar bangunan
20
20
20
20
20
Jumlah 100
2 Aksesibilitas
⦁ Kondisi jalan
⦁ Moda angkutan
⦁ Kapasitas (dalam
artian lebar jalan,
apakah pada lebar
jalan bisa dilalui oleh
2 mobil yang
berpapasan)
40
30
30
Jumlah 100
4
3 Produksi PPI
⦁ Ekspor
⦁ Nasional
⦁ Lokal
40
30
30
Jumlah 100
Sumber : Hasil Hipotesa
Tiap variabel memiliki persentase bobot sebesar 100%, dimana tiap indikator variabel diperoleh dari jumlah
banyaknya indikator dibagi 100.
Bobot indikator
Kemudian untuk menentukan hasil dari skoring kesesuaian pamanfaatan ruang yaitu bobot indikator variabel
dikali nilai indikator variabel dan dibagi 100.
Skoring
Selanjutnya untuk menentukan nilai dari setiap komponen dilakukan klasifikasi jenis penilaian dengan
menggunakan indeks bobot kualitatif dan kuantitatif. Penentuan kategorisasi didasarkan pada :
Tabel 6
Indeks Bobot Kualitatif Dan Kuantitatif Penilaian
No Tingkat Kualitatif Tingkat Kuantitatif
1
2
3
Sangat sesuai
Sesuai
Tidak sesuai
5
3
1
Sumber : Sumaatmadja 1998,175
Keterangan:
⦁ Sangat Sesuai :Seluruh lahan  yang ada pada kawasan dapat dimanfaatkan   sebagai lahan kegiatan PPI.
⦁ Sesuai : Lahan pada kawasan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan PPI, akan tetapi ada lahan-lahan
tertentu yang perlu dikembangkan.
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⦁ Tidak sesuai : Seluruh lahan yang ada tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan PPI karena apabila di
manfaatkan dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
⦁ Kerangka Pikir
6
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BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
⦁ Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru
⦁ Kondisi Fisik Dasar
⦁ Batas Administrasi dan Letak Geografis
Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan
dengan garis pantainya 78 Km dan terletak kurang lebih 100 km sebelah utara dari kota Makassar Ibukota Provinsi
Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Secara geografis terletak diantara
koordinat 40°5’49” - 40°47’35” lintang selatan dan 119°35’00” - 119°49’16” bujur timur, dengan luas wilayah
kurang lebih 1.174,72 Km2 (117.472 Ha) sedangkan menurut peta administrasi kabupaten Barru dan peta rupa bumi
tahun 1999 seluas 1.191,10 Km2.
Adapun batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :
⦁ Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare
⦁ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
⦁ Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkep
⦁ Sebelah Barat dengan Selat Makassar
1
2
]3
4
Kabupaten Barru terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan
Barru (Ibukota kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan
Kecamatan Ballusu dan terdiri dari 14 Kelurahan dan 40 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 7
N
o
Kecamatan Luas Wilayah(Km2) Jumlah
Desa/KelurahanBPS Analisis
Luas % Luas %
5
1
2
3
4
5
6
7
TaneteRiaja
TaneteRilau
Barru
SoppengRiaja
Mallusetasi
Pujananting
Balusu
174,29
79,17
199,32
78,90
216,58
314,26
112,20
14,84
6,74
16,97
6,72
18,44
26,75
9,55
180,66
82,68
196,70
79,68
221,33
315,54
114,51
15,17
6,94
16,51
6,69
18,58
26,49
9,61
7
10
10
7
8
6
6
Jumlah 1.174,7
2
100,00 1.191,10 100,00 54
Luas Wilayah Kabupaten Barru Dirinci Berdasarkan Kecamatan
Sumber  : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
⦁ Topografi dan Kelerengan
Secara topografis Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran
rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 sampai 1000 m diatas permukaan laut (mdpl). Bahkan
terdapat wilayah dengan ketinggian antara 1000 – 2000 mdpl. Wilayah tersebut berada di sepanjang timur kabupaten,
sedangkan bagian barattopografi wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan dengan Selat Makassar.
Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di Kecamatan Tanete Riaja dengan luas sekitar 2,38 % dari luas
wilayah Kabupaten Barru dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi
pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Kabupaten Barru dominan merupakan Topografi bergunung yang
mencapai luas hingga 48,04 % dari luas wilayah. Topografi bergunung berada di Kecamatan Pujananting. Adapun
rincian mengenai kondisi topografi Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8
Kondisi Topografi Dirinci Menurut Kecamatan
Di Wilayah Kabupaten Barru
No Kecamatan Kondisi Topografi (Ha ) Jumlah
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
TaneteRiaja
TaneteRilau
Barru
SoppengRiaja
Mallusetasi
Pujananting
Balusu
5.867,7
5.164,8
7.379,8
1.991,2
2.302,1
12.486,5
1.859,1
9.069,3
-
6.492,3
2.454,3
15.811,7
17.662,7
5.732,0
339,4
-
1.952,1
1.076,3
1.909,6
1.394,3
738,8
1.913,6
4,3
3,2
298,1
493,0
-
125,0
875,6
2.8549,9
3.843,0
2.147,7
1.617,0
10,1
2.995,9
-
244,4
-
-
-
-
-
18.065,7
8.268,4
19.670,3
7.967,6
22.133,5
31,553,6
11.450,8
Total 37.051,2 57.222,2 7.410,5 2.873,2 14.344,3 244,4 119.109,
8
Persentase 31,11 48,04 6,22 2,38 12,04 0,21 100,00
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Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
Ket : 1. bergelombang 2. Bergunung 3. Berombak 4. Daratan rendah 5. landai
Adapun keadaan wilayah berdasarkan kelerangan dapat disajikan pada tabel berikut :
Tabel 9
Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan Kabupaten Barru
Lereng ( °) Kriteria Luas (Ha) Persentase (%)
0 – 2
2 – 15
15 – 40
> 40
Datar
Landai
Kemiringan
Terjal
26.596
7.043
33.346
50.587
22,64
5,49
28,31
43,06
Sumber  : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
Berdasarkan kemiringan/kelerengan, keadaan wilayahKabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 10
Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng
Tiap Kecamatan di Kabupaten Barru
No. Kecamatan Kemiringan Tanah / Lereng (Ha ) Total
0 – 2 % 2 – 15 % 15 – 40 % > 40 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tanete Riaja
Tanete Rilau
Barru
Soppeng Riaja
Mallusetasi
Pujananting
Balusu
3.875
4.790
10.894
4.967
2.070
-
-
3.005
362
2.093
635
948
-
-
12.548
2.100
5.445
8.600
4.553
-
-
3.875
4.790
10.894
4.967
2.070
-
-
48.855
7.917
21.937
17.105
21.658
-
-
Total
26.596 7.043 33.346 50.587 117,472
Persentase 22,64 5,49 28,31 43,06 100,00
Sumber  : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
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Data di atas merupakan data yang diperoleh dari badan pertanahan kabupaten Barru, sedangkan data yang
diperoleh dari peta administrasi kabupaten Barru dan peta rupa bumi tahun 1999 memperlihatkan Kondisi umum
kemiringan lereng Kabupaten Barru berada pada kisaran < 2%, 2 - 8%, 16 – 25%, 26 - 40%, dan > 60%. Kemiringan
lereng tersebut menjadi dasar dalam pengalokasian berbagai fasilitas, pengembangan wilayah, dan pengendalian
pertumbuhan wilayah. Karakteristik tersebut merupakan dasar untuk menentukan nilai skor dengan indikator
penilaian meliputi; ketinggian tempat, jenis tanah, intensitas curah hujan, dan kelerengan lapangan.
Adapun keadaan wilayah berdasarkan kemiringan lerang dapat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 11
Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng
No Kecamatan Kemiringan Tanah / Lereng (Ha ) Total
< 2% 2 – 8% 16 – 25% 26-40% 41-60% >60 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TaneteRiaja
TaneteRilau
Barru
SoppengRiaja
Mallusetasi
Pujananting
Balusu
1.913,6
2.859,2
2.244,6
2.445,8
1.703,6
-
2.101,3
875,6
244,4
1.601,6
41,1
481,5
10,1
1.019,5
339,4
-
1.783,0
1.035,2
1.834,6
1.394,3
738,8
-
-
169,1
-
-
2.063,4
64,7
12.794,3
5.164,8
11.891,7
3.347,6
14.967,7
18.952,9
3.465,5
2.142,8
-
1.980,4
1.097,9
3.146,1
9.132,9
4.060,9
18.065,7
8.268,4
19.670,3
7.967,6
22.133,4
31.553,6
11.450,8
Total 13.268,2 4.273,9 7.125,2 2.297,2 3.465,5 4.060,9 119.109,
8
Persentase 11,14 18,10 5,98 1,93 3,59 59,26 100,00
Sumber  : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh
dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi
topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan. Kemiringan lereng merupakan
salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan
budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang, dan kawasan terbangun
membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat
sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng
diuraikan sebagai berikut;
⦁ Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
⦁ Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi
kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.
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⦁ Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila
tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha
lebih.
⦁ Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya
harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap
lingkungan yang lebih luas.
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Keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12
Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut
No Kecamatan Luas Ketinggian Tempat (Ha )
0 – 25 25 –
100
100 – 500 500 -
1000
1000 -
1500
> 1500
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tanete Riaja
Tanete Rilau
Barru
Soppeng
Riaja
Mallusetasi
Pujananting
Balusu
1.475
4.914
11.736
6.262
1.932
-
-
5.565
1.155
2.735
1.723
1.365
-
-
27.040
1.848
2.865
6.995
14.034
-
-
13.255
-
4.185
2.075
3.327
-
-
1.475
-
416
50
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
Total 26.319 12.543 52.782 23.812 1.941 75
Persentase 22,40 10,68 44,93 20,27 1,65 0,06
⦁ Geologi
Struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Barru sangat bervariasi. Struktur geologi memiliki pengaruh
terhadap pola dan struktur batuan serta penyebaran bahan galian. Adapun jenis – jenis batuan yang dapat ditemukan
di Kabupaten Barru antara lain :
⦁ Aluvium muda berasal dari endapan laut
⦁ Aluvium muda berasal dari endapan sungai
⦁ Aluvium muda, eustaria marin, aluvium muda berasal dari sungai gambut
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⦁ Aluvium, endapan kipas aluvial, aluvium muda berasal dari endapan gunung berapi
⦁ Andesit, basalt
⦁ Batu gamping
⦁ Batu gamping, batu karang, napal
⦁ Batu karang, aluvium muda berasal dari endapan laut
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⦁ Batu pasir, batu lanau, batu lumpur, serpih, konglomerat
⦁ Batu pasir, batu lumpur, serpih
⦁ Kuarsit, skis, filit
⦁ Marmer, batu gamping
⦁ Peridotit, serpentinit
⦁ Serpentinit, peroditit, dunit
⦁ Serpih, batu lumpur, batu pasir, konglomerat
⦁ Serpih, batu pasir, aluvium muda berasal dari endapan sungai
⦁ Tefra berbutir halus, aluvium muda berasal dari endapan gunung berapi
⦁ Tanah
Jenis tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yang tersebar di beberapa
kecamatan yaitu :
⦁ Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan Induk Aluvium, tekstur beraneka ragam dengan kesuburan sedang
hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini di daerah daratan Aluvial Sungai, daratan Aluvial Pantai dan di
daerah cekungan (Depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan
terdapat di Kecamatan tanete Riaja.
⦁ Jenis Tanah Litosol merupakan Tanah Mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras,
solum dangkal, tekstir beraneka dan umumnya berpasir. Jenis Tanah Litosol didapati umumnya di
wilayah dengan topografi berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di
Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 % persen dari luas wilayah Kabupaten
Barru.
⦁ Jenis Tanah Regosol meliputi 38,20 persen dari Luas Wilayah Kabupaten Barru dan tersebar diseluruh
kecamatan. Jenis Tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal dari bahan
induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting
pantai atau gunuk-gunuk pasir.
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⦁ Jenis Tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis
bersifat basa. Tekstur umumnya Lempung Permeabilitas sedang dan peka erosi, di Kabupaten Barru jenis
tanah mediteran ini meliputi 24,60 % terdapat di semua Kecamatan kecuali Kecamatan Tanete Rilau.
Dari ke empat Jenis Tanah tersebut, dapat digambarkan di tabel berikut :
Tabel 13
Jenis Tanah di Kabupaten Barru
No. Jenis Tanah Luas dan Persentase
Ha Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
Aluvial
Litosol
Regosol
Mediteran
14.659
29.043
41.254
32.516
12,48
24,72
38,20
24,60
Total 117.472 100,00
Sumber  : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
Data di atas merupakan data yang bersumber dari badan pertanahan kabupaten Barru sedangkan data yang
diperoleh dari Peta Administrasi Kabupaten Barru dan peta rupa bumi tahun 1999 dibedakan berdasarkan ordonya.
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru didominasi oleh jenis dystropepts, tropudults, dan eutropepts,
sedangkan yang paling kecil adalah jenis tanah eutrandepts. Jenis tanah tersebut tersebar di seluruh wilayah
kecamatan.
Jenis tanah dan penyebaran di wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 14
Jenis Tanah Di Wilayah Kabupaten Barru
No. Jenis Tanah Luas (Ha)
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1 Dystropepts 64.064,3
2 Eutrandepts 169,1
3 Eutropepts 14.658,5
4 Tropaquepts 1.914,8
5 Fluvaquents 11.637,6
6 Tropopsamments 1.796,0
7 Troporthents 497,2
8 Tropudalfs 2.914,7
9 Tropudults 20.282,9
10 Ustropepts 849,9
11 Blank 324,7
Jumlah 119.109,8
Sumber:RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
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⦁ Hidrologi
Berdasarkan hasil pengamatan lokasi, kondisi hidrologi Kabupaten Barru dapat dibedakan menjadi air
permukaan (sungai, rawa) dan air yang bersumber dari bawah permukaan (air tanah). Adapun sumber air dari bawah
permukaan (air  tanah) terdiri dari jenis fresh (<250 ppm Nacl), brackist (250-4000 ppm Nacl), fresh/brackist, none
or slight. Sungai merupakan sumber air terbesar di Kabupaten Barru yaitu Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo,
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Sungai Mamba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa,
Sungai Parempang, Sungai Jalanru.
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Barru berdasarkan hasil analisis terdiri dari Cinaga, Sungai
Langkeme, Sungai Pangkajene, sungai Walanae, Salo Batupute, Salo Binangae, Salo Bungi, Salo Jampue, Salo
Karajae, Salo Kiru-kiru, Salo Lakepo, Salo Lampoko, dan Salo Segeri.
⦁ Klimatologi
Tipe Iklim dengan Metode Zone Agroklimatologi yang berdasarkan pada bulan basah 9 curah hujan lebih dari
200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan), di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79
persen Wilayah ( 84.340 Ha) dengan Tipe Iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut – turut 5 – 6 bulan
( Oktober sampai dengan Maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan ( April sampai dengan
September ).
Kondisi curah hujan dalam setahun di Kabupaten Barru menurut masing-masing kecamatan paling tinggi pada
kisaran > 3000 mm/tahun seluas 48,61 % dari luas wilayah Kabupaten Barru, sedangkan kondisi terendah pada
kisaran
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1000 s/d 1500 mm/tahun seluas 1,84 % dari luas wilayah. Adapun rincian curah hujan Kabupaten Barru dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 15
Kondisi Curah Hujan Dirinci Menurut Kecamatan
Di Wilayah Kabupaten Barru
No Kecamatan Curah Hujan (Ha ) Jumlah
< 1000
mm/thn
1000s/d1500
mm/thn
1500s/d3000
mm/thn
> 3000
mm/thn
blank
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1
2
3
4
5
6
7
TaneteRiaja
TaneteRilau
Barru
SoppengRiaja
Mallusetasi
Pujananting
Balusu
-
-
91,26
1.097,90
3.146,09
5.195,36
3.844,32
1.913,64
1,46
3,18
195,89
40,36
-
33,69
5.674,79
6.759,16
9.795,85
3.069,87
3.558,20
12.469,02
4.058,32
10.477,26
1.263,40
9.780,04
3.603,90
15.338,79
13.889,22
3.514,43
-
244,40
-
-
-
-
-
18.065,69
8.268,42
19.670,33
7.967,56
22.133,44
31,553,60
11.450,76
Total 13.374,93 2.188,22 45.385,21 57.917,04 244,40 119.109,8
0
Persentase 11,23 1,84 38,10 48,62 0,21 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
⦁ Aspek Sumberdaya Manusia
⦁ Jumlah Penduduk
Hingga akhir tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan kenaikan angka yang cukup
signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik (BPS),  menunjukkan Kabupaten Barru saat ini dihuni
penduduk kurang lebih 162.985 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang
perlu disiapkan dimasa yang akan datang. Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat
pada penjelasan Tabel di bawah ini.
Tabel 16
Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Dirinci Menurut Kecamatan
No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase
(%)
1 Tanete Riaja 21.562 13,2
2 Pujananting 12.565 7,7
3 Tanete Rilau 33.108 20,3
4 Barru 35.477 21,8
5 Soppeng Riaja 17.885 11,0
6 Balusu 17.534 10,8
7 Mallusetasi 24.854 15,2
Jumlah 162.985 100,0
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
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⦁ Kepadatan Penduduk
Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Barru berdasarkan
klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Kepadatan tertinggi berada
di wilayah Kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan penduduk sebesar 418,19 jiwa/km2, kepadatan penduduk
terendah berada di Kecamatan Pujananting dengan jumlah sebesar 39,98 jiwa/km2. Demikian pula halnya dengan
pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci
menurut kecamatan di Kabupaten Barru pada tabel berikut :
Tabel 17
Kepadatan Penduduk Kabupaten Barru
Dirinci Menurut Kecamatan
No Kecamatan Penduduk Luas Kepadatan
Penduduk
1 Tanete Riaja 21.562 174,29 123,71
2 Pujananting 12.565 314,26 39,98
3 Tanete Rilau 33.108 79,17 418,19
4 Barru 35.477 199,32 177,99
5 Soppeng Riaja 17.885 78,9 226,68
6 Balusu 17.534 112,2 156,27
7 Mallusetasi 24.854 216,58 114,76
Jumlah 162.985 1.175 138,74
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
⦁ Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk di Kabupaten Barru tahun 2010 berdasarkan pencatatan registrasi dari Badan Pusat Statistik
(BPS) di Kabupaten Barru adalah sebanyak 162.985 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Barru
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yaitu sebanyak 35.477 Jiwa, sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah berada di
Kecamatan Pujananting yaitu sebanyak 13.486 Jiwa.
Kepadatan penduduk tiap Kecamatan yang merupakan kepadatan penduduk relatif (crude density of population)
juga bervariasi dimasing-masing Kecamatan, dimana kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tanete Rilau dengan
kepadatan 418,19 Jiwa/Km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah  berada di KecamatanPujananting yaitu 39,98
jiwa/Km2.
Tabel 18
Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Dirinci Berdasarkan Kecamatan
No Kecamatan Tahun
2005 2006 2007 2008 2009
1 Tanete Riaja 20.918 20.990 21.538 21.708 21.562
2 Pujananting 11.628 11.643 12.475 12.614 12.565
3 Tanete Rilau 32.451 32.468 32.542 32.798 33.108
4 Barru 35.024 35.264 34.137 34.405 35.477
5 Soppeng Riaja 17.445 17.478 17.197 17.333 17.885
6 Balusu 17.883 17.940 17.829 17.969 17.534
7 Mallusetasi 23.472 23.452 24.710 24.905 24.854
Jumlah 158.821 159.235 160.428 161.732 162.985
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
Selanjutnya Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata laju tingkat pertumbuhan penduduk
Kabupaten Barru periode tahun 2008-2009 dirinci berdasarkan kecamatan mengalami kenaikan sebesar 1.43 % per
tahun.
Tabel 19
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten BarruDirinci Berdasarkan  Kecamatan
No Kecamatan Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%)
2008 2009
1 Tanete Riaja 161,732 21,562
2 Pujananting 12,565
3 Tanete Rilau 33,108
4 Barru 35,477
5 Soppeng Riaja 17,885
6 Balusu 17,534
7 Mallusetasi 24,854
Jumlah 161,732 162,985
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Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
⦁ Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Struktur penduduk menurut mata pencaharian dimaksudkan untuk melihat struktur lapangan kerja sebagai mata
pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Barru. Adapun lapangan kerja masyarakat di Kabupaten Barru meliputi;
PNS/TNI-POLRI, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan wiraswasta.
Tabel 20
Jumlah Penduduk Menurut Berdasarkan Mata Pencaharian
No Lapangan Usaha Tahun
2004 2005 2006 2007 2008
1 Pertanian 34.689 37.036 24.427 24.427 27.338
2 Pertambangan dan
Penggalian
223 200 444 444 796
3 Industri Pengolahan 1.871 2.545 3.417 3.996 3.790
4 Listrik Gas dan Air Bersih 350 275 155 155 507
5 Konstruksi Bangunan 2.690 1.428 1.721 1.721 2.073
6 Perdagangan, Hotel dan
Restaurant
9.975 7.202 14.566 14.566 10.343
7 Angkutan dan Komunikasi 3.789 3.063 2.399 2.399 2.751
8 Keuangan , Persewaan dan
Jasa Perusahaan
689 246 799 801 1.155
9 Jasa-jasa 7.970 6.826 11.290 6.165 7.048
Jumlah Tenaga Kerja 62.246 58.821 59.218 54.674 55.801
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
⦁ Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Meningkatnya jumlah penduduk usia anak-anak dan remaja yang mengikuti pendidikan sekolah berdasarkan
tingkatannya antara lain;. SD, SLTP, SLTA, dan PT akan memerlukan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan. Penduduk usia dewasa sebagian besar telah menikmati pendidikan formal tingkat dasar. Ketersediaan
fasilitas pendidikan pada tiap jenjang/tingkatan pendidikan. merupakan salah satu indikator peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel di
bawah ini.
Tabel 21
Jumlah Penduduk
Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barru
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No Jenjang  Pendidikan Jumlah Penduduk Jumlah Persentase
(%)Laki-laki Perempuan
1 Tidak/ Belum Pernah Sekolah 3.233 1.342 4.575 7,38
2 SD/MI 14.159 6.640 20.799 33,54
3 SMP/MTs 8.150 3.396 11.546 18,62
4 SMA/ MA/SMK 6.008 3.934 9.942 16,03
5 Perguruan Tinggi 2.593 3.254 5.847 9,43
6 Tidak Bersekolah lagi 6.955 2.354 9.309 15,01
Jumlah 41.098 20.920 62.018 100
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
⦁ Aspek Potensi Sektor
⦁ Potensi Sektor Perikanan
Kabupaten Barru salah satu daerah potensial dibidang kelautan dan perikanan. Luas wilayah penangkapan ikan
laut sekitar 56.160 Ha, tambak sekitar 2.570 Ha, pantai 1.400 Ha dan areal budidaya kolam/air tawar 39 Ha. Usaha
perikanan yang dikembangkan dan dikelola masyarakat di Kabupaten Barru terdiri atas, perikanan laut dan perikanan
darat. Sesuai data yang diperoleh usaha perikanan yang dominan dikembangkan masyarakat adalah usaha ikan
bandeng, dengan jumlah produksi  sebesar 1,566,08 ton.
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Gambar 4
Usaha perikanan laut Kabupaten Barru
Tabel 22
Produksi Usaha Perikanan Masyarakat
Kabupaten Barru
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No Komoditas Luas Potensi
Lahan (Ha)
Lahan yang sudah
dikembangkan (Ha)
Produksi
(Ton)
Produktivitas
(Ton/Ha)
1 Udang 3.500 2.583,04 633,01 0,25
2 Bandeng 3.500 2.583,04 1.566,08 0,61
3 Ikan Kerapu 56.160 - 744,00
4 Ikan Merah 56.160 - 97,02
5 Rumput Laut 1.200 20,00 251,07 12,55
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
Sedangkan untuk potensi sumberdaya dan biofisik kelautan dan perikanan Kabupaten Barru sebagai berikut :
⦁ Potensi perikanan tangkap : 56.000 Ha
⦁ Potensi Perikanan Budidaya : 1.400 Ha
⦁ Potensi Perikanan Tambak : 5.000 Ha
⦁ Potensi Perikanan Air Tawar : 200 Ha
Potensi biofisik
⦁ Pulau Puteanging
⦁ Pulau Pannikiang
⦁ Pulau Dutungeng
⦁ Pulau Anakuming
⦁ Pulau Uming
⦁ Pulau Bakki
⦁ Pulau Batu Kalasi
⦁ Faktor Penunjang Sektor Perikanan Kabupaten Barru
Dilihat dari agroekosistemnya sebagian besar adalah lahan pantai dan laut maka kegiatan yang dapat
dikembangkan adalah budidaya tambak, budidaya laut, budidaya air tawar, penangkapan ikan dan agroindustri hasil
perikanan serta berbagai kegiatan lainnya.  Hal ini sangat memungkinkan oleh karena berbagai faktor yang
mendukung antara lain :
⦁ Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar
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⦁ Prasarana jalan ke sentra pengembangan cukup memadai
⦁ Berada pada daerah lintasan yang memudahkan transportasi
⦁ Prospek permintaan pasar komoditas perikanan dan kelautan cukup cerah.
Produksi kelautan dan perikanan pada tahun 2011 yaitu 20048,84 ton,  produksi ini belum memenuhi target
daerah yakni 21.932,64 ton atau dengan capaian 91,41 % dengan perincian sebagai berikut :
⦁ Penangkapan di laut sebesar 16.567,7 ton,target 17.906 ton, capaiannya (92,5%)
⦁ Produksi budidaya tambak sebesar 3.481.14 ton, target 4026,64 ton capaiannya (86,45 %)
⦁ Produksi Budidaya laut 722,87 ton
⦁ Produksi perikanan air tawar sebesar  26,5  ton
Berdasarkan gambaran di atas maka diperlukan program yang terencana dan sistematis untuk mencapai target
produksi tahun berikutnya dengan melibatkan stakeholder (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha dan
masyarakat) untuk bersinergi dalam rangka memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir.
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⦁ Penggunaan Lahan
Berdasarkan pemanfaatan lahannya secara umum dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori besar yaitu ± 69,59
persen didominasi oleh Hutan, ± 9,01 persen areal persawahan, ± 8,58 persen areal padang rumput dan ± 0,26 persen
areal kebun campuran, sedangkan sisanya 60,55 persen adalah kampung/pemukiman, kolam dan tambak, tegalan,
ladang, semak, alang-alang, perkebunan rakyat dan tanah tandus. Adapun pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat
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pada tabel berikut :
Tabel 23
Penggunaan Lahan Kabupaten Barru
No Penggunaan Tanah Luas dan Persentase
Ha Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kampung / Pemukiman
Sawah
Kolam / Tambak
Kebun Campuran
Ladang / Tegalan
Lahan Terbuka
Mangrove
Semak Belukar
Alang – alang
Hutan
2.767,92
15.959,23
2.903,55
18.586,95
5.138,70
3.367,53
288,89
12.712,11
265,32
55.481,80
2,36
13,59
4,47
15,82
4,37
2,87
0,25
10,82
0,23
47,23
Total 117.472,00 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031
⦁ Sistem Pola Permukiman
Berdasarkan pemanfaatanlahannya maka sebanyak 2.767,92 Ha dari wilayah Kabupaten Barru merupakan
kampung/permukiman. Pembentukan pusat-pusat permukiman dalam kondisi eksisting Kabupaten Barru dipengaruhi
oleh tingkat kemiringan tanah yang terdapat di kabupaten ini. Karena sebesar 43,06% dari tanah di kabupaten ini
tergolong terjal. Maka sebagian besar permukimannya beradapa daerah yang datar yaitu sebesar 22,64% dari wilayah
kabupaten ini dan pada daerah landai yang sebesar 5,49% terletak dan polanya terbentuk pola pembentukan jaringan
jalan secara linier.
Pola-pola permukiman sendiri dapat di definisikan sebagai bentukan awal dari sekelompok perumahan yang
berada dalam satu kesatuan batas tertentu yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas pendukung lingkungangun
mempermudah tingkat pelayanan dan kesejahteraan penduduk yang mendiaminya.
Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perumahan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat
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dengan cara perbaikan mutu fisik dan fasilitas lingkungan, secara intensif dan disentif.  Kenyamanan suatu tempat
tinggal tidak terlepas dari jenis dan luas lantai serta jenis bahan yang digunakan, sehingga dapat dijadikan sebagai
salah satu ukuran untuk menggambarkan kecukupan akan tempat tinggal atau menjadi indikator kesejahteraan rumah
tangga. Kondisi permukiman di wilayah Kabupaten Barru pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) satuan permukiman,
yaitu permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Permukiman perkotaan pada umumnya dicirikan dengan
adanya kawasan-kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang, baik oleh pemerintah maupun swasta. Di
sekitarnya terdapat berbagai sarana yang mencirikan sebuah kota seperti sarana perkantoran serta berbagai pusat–
pusat kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Barru dicirikan juga
dengan adanya citra kota pada sekitar wilayah tersebut, seperti path (jalur sirkulasi), node (simpul kegiatan), disctrict
(lingkungan tertentu), edges (Batas atau tepian), dan landmark (bentukvisual yang menyolok dari sebuah kota).
Sedangkan permukiman perdesaan di Kabupaten Barru dicirikan dengan permukiman yang letaknya agak jauh
dari pusat Kota Barru, dan disekitarnya terdapat area atau wilayah pertanian seperti sawah, tambak, kebun, dan lain
sebagainya. Sarana yang terdapat di sekitarnya biasanya adalah sarana yang dibangun untuk skala lingkungan seperti
pustu dan sekolah dasar.
⦁ Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanete Rilau
⦁ Kondisi Fisik Dasar
⦁ Batas Administrasi dan Letak Geografis
Kecamatan Tanete Rilau merupakan salah satu dari 7 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Barru.
Kecamatan Tenete Rilau terdiri dari 10 desa/ Kelurahan yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 0
sampai 2 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :
⦁ Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Barru
⦁ Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riaja
⦁ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
⦁ Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar
luas kecamatan ini hanya 79,17 Km2 atau 6,74 persen. Kecamatan Tanete Rilau merupakan Kecamatan
dengan luas Wilayah Terkecil di Kabupaten Barru. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Lipukasi
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dengan luas wilayah 15,44 Km2.
Tabel 24
Statistik Geografi Kecamatan Tanete Rilau
No Desa Luas (Km2) Letak
1 Lasitae 7,70 Pantai
2 Pancana 9,20 Pantai
3 Lalabata 12,00 Bukan pantai
4 Corawali 7,92 Pantai
5 Pao-pao 9,30 Pantai
6 Tellumpanua 6,65 Pantai
7 Lalolang 2,05 Pantai
8 Tanete 4,10 Pantai
9 Lipukasi 15,44 Pantai
10 Garessi 4,81 Pantai
Jumlah 119,00
Sumber : Tanete Rilau dalam angka 2011
Semua Desa di Kecamatan ini sudah berstatus sabagai Desa Difinitif, dari 10 desa yang ada, hampir rata-rata
wilayah desa yang ada di Kecamatan Tanete Rilau terletak di daratan rendah. Kecamatan Tanete Rilau terdiri atas
35 dusun/lingkungan. Rata-rata di Kecamatan Tanete RilauMemiliki 3 dusun/lingkungan. Hanya desa lipukasi
yang memiliki dusun yang paling banyak diantara desa yang lain, yakni sebanyak 6 dusun.
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Tabel 25
Jumlah dusun di Kecamatan Tanete Rilau tahun 2011
No Desa Banyak Dusun
(1) (2) (3)
1 Lasitae 3
2 Pancana 3
3 Lalabata 3
4 Corawali 3
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5 Pao-pao 4
6 Tellumpanua 3
7 Lalolang 3
8 Tanete 4
9 Lipukasi 6
10 Garessi 3
Jumlah 35
Sumber : Kantor Camat Tanete Rilau
⦁ Topografi
Kondisi topografi di Kecamatan Tanete Rilau mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai 15%. Untuk ketinggian
dari permukaan laut makan Desa Lalabata merupakan daerah yang cukup tinggi dari permukaan laut.
Tebel 26
Luas Desa, Jarak (Km), dan Ketinggian Dari Permukaan laut
No Desa/Kelurahan Luas (Km2) Jarak Ketinggian
Dari
Permukaan
Laut (m)
Dari
Ibukota
Kecamatan
Desa/
Kelurahan
1 Lasitae 7,70 7 16 1,0
2 Pancana 9,20 5 15 1,0
3 Lalabata 12,00 4 14 2,0
4 Corawali 7,92 4 13 1,0
5 Pao-pao 9,30 3 12 1,5
6 Tellumpanua 6,65 1 11 1,0
7 Lalolang 2,05 0 9 1,0
8 Tanete 4,10 0 8 1,0
9 Lipukasi 15,44 5 5 1,0
10 Garessi 4,81 7 3 1,0
Sumber : Tanete Rilau Dalam Angka, Tahun 2011
⦁ Hidrologi
Kondisi hidrologi di Kecamatan Tanete Rilau yang apat dimanfaatkan masyarakat setempat dibagi dalam 2
golongan besar, yaitu air tanah (sumur dalam an dangkal) dan air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya). Air
sumur dangkal sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat   dapat diperoleh dengan mudah
yang kedalaman rata-ratanya adalah 5 sampai 10 meter, sedangkan untuk sumur dengan menggunakan sistem
pengeboran yang dapat mencapai kedalaman antara 15 sampai 30 meter. Selain itu masyarakat yang tidak terjangkau
dan tidak mendapatkan kedua golongan air tersebut, dapat memperoleh jaringan air PDAM yang belum menjangkau
seperdua dari penduduk yang bermukim di Kecamatan Tanete Rilau.
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⦁ Geologi
Jenis tanah di Kecamatan Tanete Rilau, yaitu jenis tanah liatosol dan aluvial. Tanah Litosol merupakan jenis
tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara
sempurna. Jenis tanah ini juga disebut tanah azonal. Sedangkan tanah aluvial merupakan jenis tanah yang dibentuk
dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan
pertanian.
⦁ Aspek Sumberdaya Manusia Kecamatan Tanete Rilau
⦁ Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Tanete Rilau
Presentase Penduduk di Kecamatan Tanete Rilau 10,59 persen dari Total Penduduk di Kabupaten Barru. Pada
tahun 2010, Kecamatan Tanete Rilau merupakan Kecamatan kedua terpadat penduduknya setelah Kecamatan Barru.
Prosentasenya mencapai 19,74 %. Jumlah penduduknya sebanyak 32.763 jiwa, dengan kepadatan penduduk 414
jiwa/Km2.
Tabel 27
Statistik Kependudukan Kecamatan Tanete Rilau
No Uraian Tahun 2010
1 Jumlah penduduk 32.763
2 Kepadatan Penduduk 414
3 Sex Ratio (L/P) 91
4 Jumlah Rumah Tangga 7.650
Sumber : Sensus Penduduk 2010
Desa yang memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu Desa Lalolang dan Desa Lipukasi, sebaliknya Desa
Lasitae memiliki penduduk paling sedikit. Jika dibagi berdasarkan jenis kelaminya hampir semua desa di Kecamatan
Tanete Rilau jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, sesuai dengan sex Rationya dimana dari 100
perempuan terdapat 91 laki-laki.
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Tabel 28
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
No Tahun Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
1
2
3
4
5
2006
2007
2008
2009
2010
15.493
15.501
16.369
15.751
15.618
16.958
16.967
17.164
17.357
17.145
32.451
32.468
33.533
33.108
32.763
Jumlah 78.732 85.591 164.323
Sumber : Tanete Rilau Dalam Angka, Tahun 2011
⦁ Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok umur Kecamatan Tanete Rilau
struktur penduduk menurut usia dan jenis kelamin memperlihatkan banyaknya laki-laki dan perempuan dari
masing-masing kelompok usia dengan dibuatkan interval 5 tahunan. Pembagian jenjang umur relasinya dengan
kehidupan produktif secara ekonomis, usia kerja dan usia sekolah. Kemudian dibuatkan pengelompokan yang lebih
teliti demikian: 0 – 14 tahun (belum produktif), 15 – 19 tahun (belum produktif penuh), 20 - 54 tahun (produktif
penuh), 55 – 64 tahun (tak produktif penuh) dan 65 – 75 tahun (tak produktif). Untuk lebih jelasnya sebagaimana
pada tabel berikut.
Tabel 29
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2010
No Kelompok umur Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
1.591
1.804
1.737
1.442
1.047
1.088
1.049
1.100
1.043
921
728
578
492
998
1.567
1.616
1.715
1.482
1.147
1.248
1.195
1.313
1.207
1.100
897
686
636
1.336
3.158
3.420
3.452
2.924
2.194
2.336
2.244
2.213
2.250
2.021
1.625
1.264
1.128
2.334
Jumlah 15.618 17.145 32.763
Sumber : Hasil Pengolahan Sensus Penduduk 2010
⦁ Data Jumlah Produksi Perikanan Kecamatan Tanete Rilau
Produksi perikanan merupakan bagian dari sumber daya alam yang memberikan andil sebagai penghasil devisa
negara. Mengingat perikanan Indonesia terdiri dari beberapa jenis dan ragamnya (multi spesies), maka
pengembangan yang mengacu pada peningkatan produksi perikanan tangkap mempunyai peluang yang sangat besar
untuk dikembangkan. Adapun data jumlah produksi perikanan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam
kurung lima tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 30
Produksi Perikanan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tanete Rilau
Tahun 2010
N
o
Jenis Perikanan 2006 2007 2008 2009 2010
1
2
Perikanan Laut
Perikanan Darat
3.716,5
969,30
3.722,9
467,90
3.963,7
449,20
4.036,6
470,40
4.782,9
486,62
Jumlah 4.685,80 4.142,60 4.412,90 4.507,00 5.269,52
Sumber: Tanete Rilau Dalam Angka, tahun 2011
Tabel 31
Produksi Perikanan Menurut Jenisnya Tahun 2010
No Desa/Kelurahan Udang Windu Bandeng/Lainnya Jumlah(Ton)
1 Lasitae 4,3 37,5 41,8
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2 Pancana 16,1 30,12 46,22
3 Lalabata - - -
4 Corawali 19,2 74,1 93,3
5 Pao-pao 3,2 18,1 21,3
6 Tellumpanua 3,3 14,8 18,1
7 Lalolang 4,5 22,4 26,9
8 Tanete 10,0 37,6 47,6
9 Lipukasi 22,4 53,7 76,1
10 Garessi 23,2 92,1 111,5
Sumber: Tanete Rilau Dalam Angka, tahun 2011
Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan yang ada di Kecamatan Tanete Rilau dalam
kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Adapun jumlah produksi perikanan yang tinggi terdapat
pada produksi perikanan pada tahun 2010 mencapai 5.269,50 ton produksi perikanan di Kecamatan Tanete Rilau.
Sedangkan untuk jumlah produksi menurut jenisnya antara udang windu dan bandeng maupun lainya Desa
Garessi memiliki produksi yang lebih tinggi dibanding desa/kelurahan lainya yaitu mencapai 115,3 ton.
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Gambar 5
Kegiatan Budidaya Udang Kecamatan Tanete Rilau
⦁ Gambaran Umum Wilayah Studi Desa Tellumpanua
⦁ Letak dan Batasan Geografi
Desa Tellumpanua merupakan salah satu dari 8 Desa dan 2 Kelurahan di wilayah Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru dengan luas wilayah 6,65 Km² yang terdiri dari tiga dusun yaitu :
⦁ Dusun Maddo
⦁ Dusun Aroppoe
⦁ Dusun Polejiwa
Desa ini terletak 2 km ke arah barat dari ibu kota Kecamatan Tenete rilau, dengan batas administrasi sebagai
berikut :
⦁ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lipukasi
⦁ Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
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⦁ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pao-pao.
⦁ Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
⦁ Luas Kawasan Penelitian
Kawasan penelitian yang terletak di Desa Tellumpanua Kacamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ini memiliki
luas wilayah yaitu 25.9 Ha.
⦁ Kondisi Fisik Alami
Adapun aspek fisik yang akan dibahas meliputi topografi, klimatologi, geologi, dan hidrologi di Desa
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Tellumpanua.
⦁ Topografi
Kondisi topografi wilayah Desa Tellumpanua sebagian besar merupakan daerah datar dengan kemiringan lahan
0-15 %. Sementara ketinggian dari permukaan laut 0 sampai 2 meter.
Morfologi perkembangan Desa Tellumpanua tumbuh pada dataran rendah di sepanjang pinggir jalan utama dan
jalan kolektor yang sudah terbentuk saat ini dengan limitasi perkembangan berupa kondisi topografi wilayah yang
relatif datar. Topografi wilayah datar berada pada tempat-tempat yang saat ini merupakan pusat-pusat permukiman.
⦁ Klimatologi
Sesuai dengan letak geografisnya kondisi daerah penelitian beriklim tropis dan termaksud dalam pola iklim
pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan.  Temperatur rata-rata antara 20ºC sampai 35º C. Curah hujan berdasarkan hari
hujan terbanyak pada bulan Desember dan Januari dengan curah hujan rata-rata 390 mm dan 671 mm. Total hujan
selama setahun rata-rata 94 hari dengan curah hujan sebesar 2.646 mm.
⦁ Geologi
Jenis tanah Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau, yaitu jenis tanah litosol. Tanah Litosol merupakan jenis
tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara
sempurna. Jenis tanah ini juga disebut tanah azonal.
⦁ Hidrologi
Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hayat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi
sumber air di Desa Tellumpanua yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan
aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri,
rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk budidaya perikanan dan perkebunan rakyat.
⦁ Aspek Sumberdaya manusia
Perkembangan jumlah penduduk di Desa Tellumpanua  pada tahun 2006-2010 mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Desa Tellumpanua pada tahun 2010 dihuni
penduduk kurang lebih 2.996 jiwa atau 10,07 %.  Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk di
Desa Tellumpanua dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 32
Perkembangan jumlah penduduk di Desa Telumppanua
No Tahun Jumlah penduduk
1 2006 2.246
2 2007 2.594
3 2008 2.97
4 2009 2.846
5 2010 2.996
Sumber : Kantor Desa Tellumpanua
⦁ Data Penggunaan Lahan
Gambar 6
Gambar penggunaan lahan Desa Tellumpanua
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Pola pemanfaatan lahan di Desa Tellumpanua saat ini makin banyak mengalami perubahan fungsi dan semakin
banyaknya pertokoan dan permukiman yang telah dibangun  yang berada disekitaran jalan Sultan Hasanuddin dan
juga  di bangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan yang berskala besar maupun di bangunnya perdagangan sehingga
terkesan  pola  pertumbuhan  dan  perkembangan  Desa Tellumpanua berkembang tanpa batas sehingga tidak lagi
melihat kepada arahan rencana Ruang yang ada. Untuk lebih jelasnya data perubahan pemanfaatan lahan di Desa
Tellumpanua Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 33
Data Perubahan Pemanfaatan Lahan
Di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau
No Pemanfaatan Lahan
Saat Ini
Luas
Lahan
(Ha)
Periode Tahun
1995-2005
Luas Lahan
(Ha)
1 Permukiman 22.8 Permukiman 35.2
2 Perdagangan dan
jasa
6.5 Permukiman dan
lahan kosong
3.5
3 Perkantoran 0.3 Lahan kosong 2
4 Perumahan 8.3 Lahan kosong 10.3
5 Fasilitas
Peribadatan
0.5 Fasilitas Peribadatan 0.5
6 Fasilitas Kesehatan 0.4 Fasilitas Kesehatan 0.4
7 Fasilitas
Pendidikan
0.7 Fasilitas Pendidikan 0.7
8 Tambak 6.1 Tambak 4.1
9 Ternak 3.2 Ternak 3.2
10 Kebun Campuran 24.2 Kebun Campuran 24.2
10 Lahan
kosong/sawah
29.3 Sawah/
perkebunan
21.2
Jumlah 102.3 Jumlah 102,3
Sumber : Kantor Desa Tellumpanua dan Hasil Survey Lapangan Tahun 2012
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⦁ Kondisi PPI Polejiwa Kabupaten Barru
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa terletak di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten
Barru.  Pengadaan sarana PPI atas program bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru melalui proyek
pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana perikanan yang dananya dari APBD dan APBN, (Tahun
Anggaran 2004-2010).
Fasilitas sarana PPI Polejiwa yang telah dibangun, diharapkan sangat menunjang aktifitas sebuah pangkalan
pendaratan ikan seperti pembongkaran hasil tangkapan dan juga pemanfaatan untuk kegiatan mengisi bahan
perbekalan untuk keperluan operasi penangkapan ikan.  Beberapa fasilitas pokok seperti dermaga telah dimiliki oleh
PPI Polejiwa.  Disamping itu juga terdapat fasilitas fungsional antara lain gedung pelelangan, kios nelayan, pelataran
parkir dan tempat pertemuan nelayan dan untuk tahun 2013 akan dibangun Tempat pengisian BBM (SPDN).
PPI Polejiwa saat ini belum berfungsi sebagaimana harapan dari masyarakat Kabupaten Barru, khusunya
masyarakat sekitar kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa karena nelayan-nelayan yang berada
disekitarnya belum mau melakukan bongkar muat hasil tangkapannya dengan alasan masih terdapat beberapa
fasilitas yang belum terpenuhi salah satunya gudang es serta belum adanya fasilitas pemecah ombak ( Breakwater) .
Dermaga dan Trestel PPI Polejiwa juga memiliki ketinggan yang cukup sehingga membutuhkan susunan tangga-
tangga dari kayu ulin untuk memudahkan menaikkan hasil tangkapan. Untuk kondisi dermaga saat ini, belum terjadi
aktivitas pendaratan maupun pelelangan ikan karena belum terpenuhinya sarana maupun prasarana yang menunjang
kegiatan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa ini. Sehingga, masyarakat menjadikan dermaga sebagai tempat
memancing dan akses penyeberangan ke pulau Putiangin yang merupakan pulau yang terletak di seberang PPI
Polejiwa. Di samping itu dermaga juga dijadikan sebagai tempat refreshing di pagi maupun sore hari, yang
merupakan salah satu tempat terbaik di Kabupaten Barru untuk melihat keindahan sunset sambil menikmati jajanan
pisang epe.
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BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
⦁ Analisis Kondisi Fisik Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
⦁ Kemiringan Lereng
Pada prinsipnya analisis kemiringan lereng dapat menginformasikan ketinggian tapak. Kemiringan lereng yaitu
suatu bentang alam menurut ketinggian dan kemiringan lahan yang dapat dijadikan suatu kawasan permukiman
dengan segala infrastruktur penunjangnya. Adapun tujuan analisis adalah untuk mengembangkan tapak bangunan
yang menarik dan memberikan pencapaian yang aman, nyaman dan fungsional.
Kemiringan lereng wilayah perencanaan Kawasan PPI Polejiwa merupakan wilayah yang rendah. Ditinjau dari
tingkat kemiringan lereng , wilayah tersebut mempunyai kemiringan 0% sampai 15%. Kemiringan 0-2% merupakan
wilayah dominan.
Potensi pengembangan pada daerah datar dengan kemiringan lereng 0% sampai 15% dapat dikembangkan untuk
lahan urban yaitu permukiman, perdagangan, pemerintahan, industri dan jasa.
⦁ Kondisi Topografi
Kondisi topografi dapat dijadikan faktor penentu kegiatan yang akan direncanakan di kawasan studi. Kondisi
topografi pada kawasan pangkalan pendaratan ikan Polejiwa berkisar antara 0-100 mdpl. Hal tersebut menunjukkan
bahwa topografi di kawasan penelitian terdiri dari lahan datar dan bergelombang.  Berdasarkan kondisi tersebut maka
kawasan ini sangat  baik untuk pengembangan fisik prasarana dan sarana kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Polejiwa.
⦁ Klimatologi
Klimatologi adalah kondisi cuaca rata-rata selama periode waktu tertentu. Menurut klasifikasi iklim Schamidt –
Ferguson tipe iklim Desa Tellumpanua termaksud tipe C dengan curah hujan rata-rata 390 mm dan 671 mm pada
bulan september, oktober, november, desember, januari dan ferbuari.
Musim kemarau terjadi pada bulan juli dan agustus dengan curah antara 12 mm sampai 63 mm. Menurut kriteria
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Oldeman-Syarifuddin bulan basah di daerah ini tercatat selama 7 bulan.
⦁ Geologi
Geologi menggambarkan proses dan waktu pembentukan bahan induk, serta kemampuan morfologi tanah seperti
sesar tebing keldera dan lain-lain. Adapun penyebaran geologi di kawasan PPI Polejiwa Desa Tellumpanua sebagai
wilayah perencanaan yaitu litosol. Tanah mineral yang sedikit mempunyai perkembangan profil, batuan induknya
merupakan batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang
merupakan singkapan batuan induk (outerop).
⦁ Hidrologi
Hidrologi adalah suatu pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan
sumber daya air. Kondisi hidrologi menjadi salah faktor yang harus dipertimbangkan karena berkaitan dengan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat dalam kawasan perencanaan. Pengamatan terhadap keberadaan air tanah
wilayah perencanaan khususnya pada air permukaan umumnya bervariasi. Kedalaman 1-2 meter dari muka tanah
setempat dominan terdapat pada bagian selatan, 1-3 meter pada bagian tengah dan 1-4 meter pada belahan utara.
Pada musim timur ini sebagian kualitas air tanahnya kurang menguntungkan, hal ini diduga bahwa kondisi air
tanahnya telah terkontaminasi dengan air laut. Pada kondisi ini tingkat kesarangan batuan cukup menentukan, dimana
material yang halus mudah terterobos oleh penyusupan air laut. Pemanfaatan kebutuhan air tanah permukaan oleh
penduduk setempat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga, tambak, persawahan dan
perkebunan rakyat.
Hasil analisa geolistrik terhadap keberadaan air tanah setempat, khususnya air tanah dalam memperlihatkan hasil
yang kurang menggembirakan. Hal ini dinyatakan dengan nilai parameter tahanan jenis yang berkisar antara 0,5-10
ohm-meter pada kedalaman antara 25-150 meter atau lebih. Nilai perameter tahanan jenis batuan erat kaitannya
terhadap serangan batuan. Semakin kecil nilai parameter tehanan jenisnya, semakin rendah tingkat kesarangan
batuan. Hasil tersebut kemudian dikorelasikan dengan data geologi lainnya yang ada dan keadaan kondisi daerah
setempat. Dari hasil ini diduga bahwa keberadaan lain laut berpengaruh cukup besar terhadap keberadaan air
tanahnya sehingga ditafsirkan bahwa terjadi penyusupan air laut pada beberapa tempat.
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Hasil analisa terhadap mutu air permukaan wilayah perencanaan di lakukan melalui analisa beberapa parameter.
Analisa dilakukan baik terhadap mutu air tanah dalam maupun kualitas air laut/sungai. Hasil analisa ini menunjukkan
beberapa parameter unsur yang dominan seperti unsur Clorida, padatan tersuspensi, timbal, tembaga, dan
magnesium. Kandungan Cl pada beberapa tempat khususnya yang terkandung dalam air tanah permukaan
menempatkan kadar Cl yang kritis. Bahkan pada beberapa tempat kandungan Cl sudah melebihi batas ambang yang
dikehendaki menurut baku mutu air. Meningkatnya kadar Cl ini di samping adanya daya dukung buatan yang kurang
baik pada wilayah perencanaan, dapat juga diakibatkan oleh pemakaian yang berlebihan terhadap air tanahnya. Salah
satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pemakaian air tanah yang efektif. Dampak yang dapat
diakibatkan dari meningkatnya kadar Cl pada permukaan air tanah adalah di samping dapat memberikan efek
samping pada kesehatan juga dapat merusak pembangunan jaringan bawah tanah.
⦁ Potensi Sumber Daya Kependudukan
Persoalan yang sering dihadapi pada lokasi penelitian terutama yang berkaitan dengan pembangunan wilayah
pesisir pantai adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang
kawasan pesisir khususnya kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa. Keberadaanya sangat penting sejalan
dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam pembangunan wilayah.
Akibat pertumbuhan penduduk, dan perubahan nilai dan perilaku sosial masyarakat dalam perspektif pada saat
ini akan memberikan tekanan yang besar terdapat kapasitas atau daya dukung lingkungan kawasan pesisir pantai
khususnya kawasan PPI. Tekanan tersebut menyebabkan penyusutan daya dukung lingkungan, yang dapat
dikelompokkan :
⦁ Berkurangnya sumber daya air
⦁ Degradasi dan destruksi dari habitat sebagai penghasil makanan dan minyak, yang mengganggu integrasi
antara pelestarian ekosistem dan stabilitas pesisir fisik
⦁ Berkurangnya sumber daya perikanan
⦁ Konflik kepentingan pengguna
⦁ Ketidakmampuan organisasi pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan pesisir
Untuk mengatasi penyusutan daya dukung lingkungan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang
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mempunyai pengetahuan tentang analisis strategis dan proses kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan; (a)
Perencanaan pesisir dan pelabuhan perikanan (PPI), (b) Manajemen ekosistem alami pesisir, (c) Pemberdayaan
ekonomi pantai, dan (d) Fisik pesisir pantai
⦁ Penggunaan Lahan
Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian
pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu, dengan analisis ini dapat diketahui besarnya
fluktuasi intensitas kegiatan di suatu kawasan, perluasan fungsi kawasan, okupasi kegiatan tertentu terhadap
kawasan. Penggunaan lahan di kawasan penelitian sangat beragam, karena kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Polejiwa Desa Tellumpanua merupakan bagian wilayah Ibu Kota Kecamatan Tanete Rilau sehingga aktivitas yang
terjadi juga cukup padat, sehingga memerlukan regulasi dalam pemanfaatan lahan.
Penggunaan lahan di kawasan PPI Polejiwa di dominasi oleh lahan tambak dan kebun campur dengan luas 28.6
Ha atau 74% dari luas lahan kawasan selain itu juga terdapat pemanfaatan sebagai lahan pemukiman, perikanan laut,
dan lain-lain. Berdasarkan penggunaan lahan tersebut maka sangat memungkinkan untuk pengembangan kawasan
pangkalan pendaratan ikan beserta komponen pununjangnya. Dari jenis penggunaan lahan ini dapat dilihat beberapa
aspek yang turut mendukung peningkatan pangkalan pendaratan ikan dengan mendayagunakan potensi perikanan laut
yaitu dari hasil tangkapan ikan. Masyarakat dapat menikmati langsung hasil tangkapannya dengan memanfaatkan
jasa masyarakat  yang berada di sekitar kawasan pangkalan pendaratan ikan yang dapat dikelola menjadi salah satu
pemasukan devisa pemerintah setempat dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pada kawasan
ini juga terdapat aktifitas masyarakat yang memanfaatkan lahan pantai untuk menjemur ikan. Selain itu, dengan
pemanfaatan jenis tanaman perkebunan campur yang dapat dimanfaatkan sehingga menjadi suatu bentuk daya tarik
wisata dengan menghidangkan kelapa muda kepada para masyarakat yang berkunjung.
Dari hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan wilayah di
Kawasan PPI Polejiwa Desa Tellumpanua saat ini tidak mengalami kendala dari segi ketersediaan lahan karena
masih banyak lahan belum terbangun yang berpotensi sebagai lahan budidaya. Namun untuk mengantisipasi
terjadinya permasalahan yang muncul, maka mulai sekarang perlu adanya upaya untuk mengantisipasi terjadinya
permasalahan di masa akan datang seperti tumpang tindih alam pengelolaan pembangunan.
⦁ Tipologi Pengembangan Kawasan Pantai
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Pengembangan kawasan pantai di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dilakukan dengan
mempertimbangkan tipologi pantai. Model  ini menegaskan  bahwa fungsi dan peranan pantai/kepulauan memiliki
potensi, yakni nilai ekonomi ruang yang ditentukan berdasarkan; morfologi pantai, hidrologis, dan aksesibilitas.
Ukuran morfologi pantai, hidrologis dan aksesibilitas, kemudian di ranking menjadi: dalam-dangkal, kecil-besar,
tinggi-rendah, sehingga menghasilkan klasifikasi tipe pantai A, B, C, D, dan E. Karakteristik tipe pantai adalah:
⦁ Tipe A, pantai berupa teluk dengan tanjung yang panjang dan beberapa pulau terletak di mulut teluk,
kemiringan dasar yang curam (s>0,1) dan terbentuk dari kerikil, dataran pantai yang berbukit, tinggi ombak
datang di bawah 1 meter, kecepatan arus dibawah 1 meter/ detik, tipe pasang surut adalah setengah harian,
periode ulang kejadian badai di atas 15 tahun.
⦁ Tipe B, pantai berupa teluk tanpa pulau terletek dimulut teluk, kemiringan dasar yang landai (0,01<s<0,1)
dan terbentuk dari pasir memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang antara 1 sampai 2 meter,
kecepatan arus antara 0,5 sampai 1 meter/ detik, tipe pasut adalah campuran dan dengan perioda ulang
kejadian badai di atas 15 tahun.
⦁ Tipe C, pantai berupa laguna, kemiringan dasar yang datar (s<0,01) dan terbentuk dari lumpur, memiliki
lingkungan rawa pantai, tinggi ombak atang di bawah 1 meter, kecepatan arus di bawah 0,5 m/detik, tipe
pasang surut adalah setengah harian, periode ulang kejadian badai di atas 15 tahun.
⦁ Tipe D, pantai terbuka, kemiringan dasar yang landai (0,01<s<1) dan terbentuk dari pasir, memiliki
lingkungan muara, tinggi ombak datang diantara 1<H(1/3)<2 meter, kecepatan arus diantara 0,5 dan
1m/detik, tipe pasang surut campuran, perioda kejadian ulang badai 5 sampai 15 tahun.
⦁ Tipe E, pantai terbuka kemiringan dasar yang curam (s>0,1) dan terbentuk dari kerikil, memiliki lingkungan
muara, tinggi ombak datang di atas 2 meter, kecepatan arus di atas 1 m/detik, tipe pasang surut adalah harian,
perioda kejadian ulang badai di antara 5 sampai 15 tahun.
Dengan memperhatikan analisis fisik profil fasik pantai pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa secara umum pantai di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru mempunyai paramater
geografis berupa :
⦁ Bentuk garis pantai terbuka
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⦁ Kemiringan pantai landai
⦁ Bahan dasar laut terdiri dari lempung-pasir yang didominasi pasir
⦁ Habitat daratannya estuaria
⦁ Tinggi gelombang dominan 0,51 – 1,0 meter
⦁ Tipologi pasang surut campuran
⦁ Frekuensi badai lebih besar dari 15 tahun.
Berdasarkan parameter geografis tersebut, pantai Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan dalam pantai Tipe B.
Berdasarkan tipe pantai tersebut, beberapa hal yang kemungkinan dapat di kembangkan di pantai Kabupaten Barru di
antaranya:
⦁ Pelabuhan barang dan penumpang
⦁ Konservasi hutan mangrove dan hutan pantai
⦁ Pengembangan budidaya, pengembangan ecotourism
⦁ Pengembangan permukiman
⦁ Pengembangan marikultur
⦁ Analisis Kondisi Pantai Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Tipe pantai Polejiwa terdiri dari tipe pantai B yang merupakan pantai berupa teluk tanpa pulau terletak di mulut
teluk, kemiringan dasar yang landai (0,01<s0,1) dan terbentuk dari pasir, tinggi ombak datang antara 1-2 meter,
kecepatan arus antara 0,5-1 meter/detik, tipe pasut adalah campuran dan perioda ulang kejadiaan badai di atas 15
tahun. Pantai tipe B cukup potensial dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan perikanan, perdagangan,
permukiman, wisata/rekreasi, sehingga dengan tipe pantai tersebut sangat menunjang kegiatan Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) di kawasan pantai Polejiwa misalnya kegiatan memancing, tempat pelelangan ikan, pasar dan
kegiatan/atraksi nelayan/masyarakat lainnya.
⦁ Analisis Aktivitas Ekonomi Kawasan
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Potensi sumberdaya di Desa Tellumpanua yang melimpah, mengandung berbagai kegiatan ekonomi yang terkait
langsung maupun tidak langsung pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut. Kegiatan ekonomi yang terkait langsung
dengan pemanfaatan sumberdaya kawasan PPI merupakan aktivitas generasi pertama, yakni menggunakan sumber
daya pantai sebagai input utama. Termaksud dalam kegiatan ini antara lain; penangkapan ikan, pariwisata, industri
pengelolaan ikan, maupun perikanan darat.
Kegiatan ekonomi yang tiak terkait langsung dalam pemanfaatan sumber daya laut/pantai merupakan aktivitas
selanjutnya dari aktivitas pertama, yakni kegiatan ekonomi lainnya yang timbul karena adanya aktivitas generasi
pertama. Dari segi permintaan, kegiatan ini juga disebut derived-demand karena permintaanya baru timbul kerana
baru adanya permintaan terhaap kegiatan pertama. Termaksud alam kegiatan ini adalah pengangkutan, perdagangan,
dan konstruksi. Kegiatan permukiman di kawasan ini bergantung pada ada tidaknya ketersediaan sumberdaya alam di
kawasan tersebut.
Kaenekaragaman aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya laut/ pantai diklasifikasikan alam empat
kelompok aktivitas, yaitu:
⦁ Ekstraktif
⦁ Budidaya
⦁ Industri
⦁ Jasa
Kegiatan ekstraktif merupakan kegiatan “mengangkat” atau “mengeluarkan” suatu sumberdaya perairan pantai.
Kegiatan ini khususnya di wilayah pengamatan mencakup penangkapan ikan maupun perikanan darat.
Kegiatan jasa termaksud derived-demand (permintaan turunan) kegiatan yang memanfaatkan secara langsung
sumberdaya laut / pantai. Kegiatan mencakup pelabuhan, konstruksi, pariwisata dan perdagangan.
⦁ Analisis Kondisi Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Kabupaten Barru
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa terletak di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten
Barru.  Pengadaan sarana PPI atas program bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru melalui proyek
pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana perikanan yang dananya dari APBD dan APBN, (Tahun
Anggaran 2004-2010).
Fasilitas sarana PPI Polejiwa yang telah dibangun, diharapkan sangat menunjang aktifitas sebuah pangkalan
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pendaratan ikan seperti pembongkaran hasil tangkapan dan juga pemanfaatan untuk kegiatan mengisi bahan
perbekalan untuk keperluan operasi penangkapan ikan.  Beberapa fasilitas pokok seperti dermaga telah dimiliki oleh
PPI Polejiwa.  Disamping itu juga terdapat fasilitas fungsional antara lain gedung pelelangan, kios nelayan, pelataran
parkir dan tempat pertemuan nelayan dan untuk tahun 2012 akan dibangun Tempat pengisian BBM (SPDN/SPBN).
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPDN/SPBN) bertujuan untuk mengantisipasi dampak
kenaikan harga BBM terhadap nelayan. SPDN/SPBN diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir
akan kebutuhan BBM dengan harga terbaik sesuai ketetapan (subsidi) pemerintah.
PPI Polejiwa saat ini belum berfungsi sebagaimana harapan dari masyarakat Kabupaten Barru, khusunya
masyarakat sekitar kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Polejiwa karena nelayan-nelayan yang berada
disekitarnya belum mau melakukan bongkar muat hasil tangkapannya dengan alasan masih terdapat beberapa
fasilitas yang belum terpenuhi salah satunya gudang es serta belum adanya fasilitas pemecah ombak ( Breakwater) .
Breakwater merupakan fasilitas yang mutlak ada untuk memanfaatkan PPI Polejiwa karena berlokasi didaerah
pantai yang cukup terbuka dari gempuran ombak, walaupun Pulau Puteangin berada didepannya tetapi sangat jauh
sehingga apabila musim ombak terutama pada musim barat maka nelayan takut berlabuh untuk mendaratkan hasil
tangkapannya. Dermaga dan Trestel PPI Polejiwa juga memiliki ketinggan yang cukup sehingga mebutuhkan
susunan tangga-tangga dari kayu ulin untuk memudahkan menaikkan hasil tangkapan.
Oleh karena itu perlu adanya pemenuhan fasilitas yang belum terpenuhi guna mengaktifkan kegiatan di
Pangkalan pendaran ikan ini.
⦁ Potensi Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Dalam hal potensi kawasan, dinilai bahwa kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Desa
Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain :
⦁ Secara umum pantai di wilayah studi mempunyai parameter geografi berupa :
⦁ Bentuk garis pantai terbuka
⦁ Kemiringan pantai landai
⦁ Bahan dasar laut terdiri atas lempung pasir yang di dominasi pasir
⦁ Habitat daratan berupa Estuaria
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⦁ Tinggi gelombang dominan 0,5 sampai 1 meter
⦁ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa ini dapat menunjang kegiatan perekonomia dan pariwisata Kabupaten
Barru. Apalagi dengan sektor perikanan yang dimiliki.
Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al Quran Surat An Nahl (QS; 16) ayat 14 (ayat utama) :
Terjemahannya : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging
yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar
padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. An-Nahl [16] : 14)
Ayat pendukung QS. Al Isra [17] : 66
Terjemahannya : Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-Kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu .) QS. Al Isra [17] : 66.(
Makna yang terkandung dalam kajian Al Quran Surat An Nahl (QS; 16) ayat 14 (ayat utama) dan QS. Al Isra
[17] : 66 (ayat pendukung) yaitu :
⦁ Ayat Utama (QS. An-Nahl [16] : 14)
Dalam ayat ini, Allah SWT menyajikan dalil-dalil tauhid dan kebersifatan Zat-Nya dengan sifat-sifat yang agung
dan mulia, dengan susunan bahasa indah yang memadukan dalalah dan buatan atas yang membuat dalalah dan
dalalah nikmat atas yang memberi nikmat. Kemudian Allah mengingatkan bahwa masing-masing dari semua ini
cukup memalingkan orang-orang musyrik dari kemusyrikan yang sedang mereka lakukan. Dari ayat-ayat yang
dipaparkan di atas kita melihat bahwa, Allah telah memberikan ayat-ayat yang cukup jelas tentang laut, dan
kemanfaatanya. Dimulai dari mengingatkan akan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa barang-
barang dagangan sebagai aktivitas perdagangan mereka. Semua itu adalah satu di antara tanda kebesaran-Nya.
Kemudian Allah jualah yang menundukkan laut agar manusia dapat mengambil segala yang di dalamnya dengan
cara langsung atau up date. Allahlah yang telah menundukkan kapal dari segala goncangan ombak dan badai serta
gangguan lain agar manusia dapat mengambil sebagian dari karunia-Nya.
Kebesaran-Nya menjadikan laut asin dan tawar untuk kehidupan manusia, agar manusia dapat memakan daging
yang segar, mengambil perbendaharaan yang ada di dalam laut berupa; perhiasan dan barang tambang.
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Setiap kali Allah membutakan mata mereka kepada sebagian dalil yang mereka lihat dan saksikan. Allah
mencela mereka karena apa yang mereka katakana dan perbuat, Allah menjelaskan kepada mereka tentang kekufuran
mereka terhadap nikmat pemeliharaan dan pemberian petunjuk. Untuk membuktikan wujud-Nya, Allah
mengemukakan hujjah berupa penciptaan planet-planet, ikhwal manusia, ikhwal hewan, ikhwal tumbuh-tumbuhan,
kemudian ikhwal keempat unsur sebagai penutup firman-Nya.
⦁ Ayat Pendukung (QS. Al Isra [17] : 66)
Manusia melihat bukti-bukti kekuasaan Allah di daratan dan lautan bahwa Allah-lah yang memperlayarkan
bahtera untuknya. Sehingga ia dapat memindahkan rezeki dan makanan-makanannya ke tempat yang jauh. Namun
demikian, ternyata manusia kufur terhadap nikmat Allah. Apabila ia ditimpa bahaya, dia berdoa pada TuhanNya,
tetapi bila bahaya itu telah aman, maka ia berpaling daripadaNya, lalu menyembah pada patung-patung dan berhala-
berhala. Apakah manusia itu merasa aman tak ditelan oleh bumi, atau tak dikirimkan padanya angin keras yang
membawa batu-batu dari darat, atau angina topan di laut yang menenggelamkannya karena kekafirannya. Dan apakah
manusia telah lupa bahwa ia telah dilebihkan oleh Allah atas semua makhlukNya yang lain,dan telah diluakan
baginya rezekimu. Kenakah tidak menyembah kepada Allah saja dan tunduk kepadaNya sebagai imbalan dari
nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada silih berganti.
⦁ Analisis Kesesuaian dan Pemanfaatan Ruang
Analisis kesusuaian dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan analisis pembobotan yang merupakan pemberian
bobot pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian pemanfaatan
ruang kawasan PPI. Metode pembobotan (faktor skoring) juga merupakan suatu teknik dalam menganalisis data
dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan disusun menurut ranking yang telah dibuat sebelumnya.
Variabel yang akan dinilai sesuai dengan variabel yang telah ditentukan pada bab III yaitu variabel tentang
penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI.
⦁ Hasil Penilaian Faktor Yang Mempengaruhi Kriteria Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan PPI
Polejiwa
Penilaian faktor yang mempengaruhi kriteria pamanfaatan ruang kawasan PPI Polejiwa dengan luas kawasan
25.9 Ha yang akan di bagi ke dalam 3 (tiga) zona berdasarkan pada 3 (tiga) variabel meliputi variabel penggunaan
lahan terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu kepemilikan lahan, luas area pelabuhan, kepadatan bangunan, RTH dan
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jarak antar bangunan. Variabel aksesibilitas teriri atas 3 (tiga) indikator yaitu kondisi jalan, moda angkutan dan
kapasitas jalan. Sedangkan untuk variabel produksi PPI terdiri 3 (tiga)  indikator yaitu ekspor, nasional dan lokal.
⦁ Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Berdasarkan Pembagian Zona Kawasan
⦁ Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona A
Zona A merupakan salah satu kawasan di Pantai Polejiwa yang terletak di kawasan pesisir pantai yang biasa
disebut dengan Pabbiring dengan luas zona sebesar 5.3 Ha. Adapun penggunaan lahan di kawasan ini masih
didominasi oleh hamparan pantai, permukiman dan juga di zona inilah pangkalan pendaratan ikan berada yang
oleh masyarakat tembok pembatas pangkalan pendaratan ikan ini sering dijadikan tempat memancing. Sehingga
pada zona ini terlihat padat oleh aktivitas masyarakat setempat. Selain itu juga terdapat terdapat vegetasi pohon
kelapa yang membuat kawasan menjadi teduh. Di kawasan ini juga masyarakat sering memanfaatkan pesisir
pantai untuk menjemur ikan, karena kawasan ini memang terkenal dengan ikan keringnya.Selain itu pada zona A
terdiri dari pantai pijar dengan daya tarik pantai yang bersih sehingga banyak masyarakat yang sering datang ke
tempat tersebut untuk mandi-mandi maupun hanya datang untuk sekedar refreshing. Sehingga ini meningkatkan
minat masyarakat untuk datang ke zona ini.
⦁ Penggunaan lahan
⦁ Kepemilikan lahan
Kepemilikan lahan di kawasan zona A merupakan lahan  milik negara/pemerintah dan juga terdapat lahan
milik masyarakat. Sehingga dalam pengembangan untuk zona A pada lahan milik pemerintah tidak memiliki
hambatan, akan tetapi pada lahan milik masyarakat agak sedikit mengalami kendala yakni mengenai
pembebasan lahan tanah milik masyarakat yang nantinya menginginkan ganti rugi atas tanah mereka, meskipun
dari segi partisipasi masyarakat sangat tinggi terhadap pengembangan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Polejiwa.
⦁ Luas area kawasan
Luas area kawasan zona A adalah besaran yang menyatakan ukuran seberapa besar area pelabuhan terhadap
kawasan PPI Polejiwa. Luas area pada pangkalan pendaratan ikan sebesar 1.0 Ha. Sedangkan untuk luas
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keseluruhan zona A sebesar 5.3 Ha.
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⦁ Kepadatan bangunan
Kepadatan bangunan di kawasan zona A dinilai sangat sesuai karena kepadatan bangunan pada kawasan ini
yang merupakan permukiman yang rata-rata mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan. Jenis rumah yang
mendominasi di zona A adalah rumah panggung yang jarak dari setiap rumah tidak saling berdekatan.
⦁ Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau pada kawasan zona A didominasi oleh pohon kelapa, mengingat letak kawasan zona A
berada di pesisir pantai sehingga dominasi tumbuhan yang hidup adalah pohon kelapa.
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⦁ Jarak antar  bangunan
Jarak antar bangunan di kawasan zona A dinilai sangat sesuai, dilihat dari kondisi dari setiap rumah yang
memiliki pekarangan yang berfungsi sebagai pembatas dari setiap rumah. Sama halnya dengan jarak antara
permukiman penduduk yang berada di zona ini dengan pangkalan pendaratan ikan yang juga mempunyai jarak
yang berfungsi agar nantinya tidak akan mengganggu aktivitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
⦁ Aksesibilitas
⦁ Kondisi jalan
Kondisi jalan pada kawasan zona A secara umum bermaterial aspal dengan kondisi baik. Berdasarkan
indikator penilaian maka kondisi jalan pada zona A memiliki nilai 5.
⦁ Moda angkutan
Moda angkutan untuk menuju pada kawasan zona A dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan
jenis angkutan yakni kendaraan bermotor  dan mobil yang bisa digunakan menuju lokasi zona A dengan kondisi
jalan yang kurang baik . Namun untuk angkutan umum seperti pete-pete tidak banyak yang menuju ke kawasan
zona A. Berdasarkan indikator penilaian maka zona A memiliki nilai 3 yakni tidak semua angkutan umum dari
ibu kota menuju ke kawasan zona A.
⦁ Kapasitas jalan
Kapasitas jalan pada kawasan zona A cukup lebar karena dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 yang melalui
jalan pada kawasan zona A secara berpapasan dengan lebar 5 meter. Berdasarkan indikator penilaian maka zona
A memiliki nilai 5 karena memiliki lebar jalan yang luas sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 secara
berpapasan.
⦁ Produksi PPI
Untuk variabel produksi pangkalan pendaratan ikan untuk kawasan zona A hanya berjalan pada indikator
lokal di mana hasil tangkapan yang di peroleh masyarakat hanya sampai pada tinggkat Kabupaten Barru saja,
tidak ada Ekspor maupun Nasinal. Sehingga untuk kegiatan ekspor dan nasional mendapatkan nilai 1.
Sedangkan untuk indikator lokal mendapatkan nilai 5.
Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang untuk zona A berdasarkan variabel penggunaan lahan, aksesibilitas
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dan produksi PPI sebagai berikur:
Tabel 34
Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona A
No Variable Indikator Bobot Nilai Skoring
1 Penggunaan Lahan
⦁ Kepemilikan lahan⦁ Luas area kawasan⦁ Kepadatan bangunan⦁ RTH
⦁ Jarak antar bangunan
20
20
20
20
20
5
5
5
3
5
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
Jumlah 100 4.6
2 Aksesibilitas
⦁ Kondisi jalan⦁ Moda angkutan
⦁ Kapasitas jalan
40
30
30
5
3
5
2.0
0.9
1.5
Jumlah 100 4.4
3 Produksi PPI
⦁ Ekspor⦁ Nasional
⦁ Lokal
40
30
30
1
1
5
0.4
0.3
1.5
Jumlah 100 2.2
Skor rata-rata - 3.7
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012
Berdasarkan tabel 34 penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang zona A Berdasarkan Indeks Bobot Kualitatif
Dan Kuantitatif Pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan nilai 3.7 yang
diperoleh dari jumlah skoring tiap variabel dibagi banyaknya variabel menunjukkan bahwa zona A sangat sesuai
untuk pemanfaatan ruang pangkalan pendaratan ikan ditunjang dengan pengunaan lahan dan aksesibilitas
kawasan yang dimiliki oleh zona tersebut. Akan tetapi tingkat produksi PPI untuk zona A memiliki skor
terendah yaitu pada produksi PPI hal tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya kegiatan ekspor dan nasional
yang terjadi di zona A. Sehingga perlu penanganan dalam kualitas produksi di kawasan pangkalan pendaratan
ikan, agar zona A memiliki kualitas produksi PPI yang sampai pada skala nasional dan ekspor yang dapat
meningkatkan pencapaian pengembangan kawasan.
⦁ Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona B
Potensi alam yang yang dimiliki oleh zona B terdiri dari hamparan empang dengan spesies ikan yang beraneka
ragam , zona ini terletak pada bagian tengah kawasan pangkalan pendaratan ikan, luas lahan zona B sebesar 9.4
Ha. Pada Zona B kegiatan perikanan yang dapat dilakukan berupa kegiatan memancing, dan pada waktu-waktu
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tertentu sering diadakan lomba balap motor yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga pada musim
kemarau apabila empang kering masyarakat mengalihfungsikan lahan empang sebagai sarana berolahraga seperti
bermain bola. Di zona ini pula terdapat beberapa kandang hewan ternak seperti ayam dan itik. Pemanfaatan lahan
pada zona B di dominasi oleh empang , kebun campuran dan permukiman. Selain itu juga terdapat terdapat
vegetasi pohon kelapa dan mangga yang membuat kawasan menjadi teduh.
⦁ Penggunaan lahan
⦁ Kepemilikan Lahan
Kepemilikan lahan pada zona B merupakan lahan milik masyarakat, sehingga dalam pengembangan
kedepannya dapat mengalami kendala dalam hal pembebasan lahan karena masyarakat yang memiliki lahan
tersebut menginginkan ganti rugi apabila tanah/lahan mereka dimanfaatkan untuk kegiatan pangkalan pendaratan
ikan, meskipun pada dasarnya masyarakat yang memiliki hak lahan  sangat antusias terhadap
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pengembangan kawasan pendaratan ikan, hal tersebut dapat ditandai dengan adanya keinginanan pertisipasi
masyarakat dalam mengoprasikan pangkalan pendaratan ikan.
⦁ Luas area kawasan
Luas area kawasan pada zona B dinilai sangat sesuai, dengan luas kawasan 9.4 Ha atau sekitar 34 %
dari total keseluruhan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dusun Polejiwa.
⦁ Kepadatan bangunan
Kepadatan bangunan di kawasan zona B tidak terlalu padat kerena pada zona ini tedapat empang dan kebun
campuran yang membuat zona ini tidak mengalami kepadatan bangunan yang tinggi.
⦁ Ruang Terbuka Hijau
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Ruang terbuka hijau pada kawasan zona B yang merupakan kebun campuran dengan berbagai tanaman di
dalamnya seperti mangga, pohon kelapa, pohon pisang dan pohon-pohon besar lainnya. Terdapat juga sawah
yang melengkapi luasan ruang terbuka hijau di zona C.
⦁ Jarak antar  bangunan
Jarak antar bangunan di kawasan zona B sangat baik karena tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi
dengan memberikan jarak antar bangunan di sekitannya. Masyarakat yang tidak menginginkan terjadi masalah
dikemudian hari seperti masalah air resapan, masalah cahaya matahari, masalah sirkulasi udara, dan resiko
ketika terjadi kebakaran.
⦁ Aksesibilitas
⦁ Kondisi jalan
Kondisi jalan menuju zona B berupa jalan aspal dan berbatu dengan lebar 5 m, terdapat beberapa jalan rusak
yang tidak pernah mengalami perbaikan dalam kurang waktu beberapa tahun ini. berdasarkan penilain indikator
maka kondisi jalan pada zona B memiliki nilai 3. Nilai 3 menunjukkan kondisi jalan menuju zona B berupa jalan
aspal berbatu dan rusak sehingga menghambat masyarakat sampai ke zona B.
⦁ Moda angkutan
Moda angkutan untuk menuju zona B dapat di tempuh dengan semua jenis angkutan bahkan transportasi
tradisionalpun seperti delman dapat ditempuh di zona ini. Untuk transportasi umum juga masuk pada kawasan
ini. Maka untuk moda transportasi untuk zona B memiliki nilai 5.
⦁ Kapasitas jalan
Kapasitas jalan pada zona B dapat dilalui oleh 2 kendaraan roda 4 secara berpapasan, bahkan kendaraan-
kendaraan besar sekalipun seperti truk dapat melewati jalan di zona B ini. Sehingga untuk kapasitas jalan
mendapat nilai 5.
⦁ Produksi PPI
Produksi pangkalan pendartan ikan pada kawasan zona B, hanya terdapat produksi dalam skala lokal yaitu
memanfaatkan hasil produksinya untuk empang hanya di masyarakat setempat saja. Ini sama terjadi pada zona
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A, yang hanya terjadi produksi PPI skala lokal sekalipun akan ada rencana pembuatan industri pabrik
pengalengan ikan berskala nasional, namun ini belum terealisasi. Dengan kendala belum adanya lokasi yang
cocok untuk pembangunan industri pengalengan ikan ini. Sehingga untuk indikator penilaian pada skala ekspor
dan nasional memiliki nilai 1 serta produksi lokal memiliki nilai 3.
Table 35
Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona B
No Variable Indikator Bobot Nilai Skoring
1 Penggunaan Lahan
⦁ Kepemilikan lahan⦁ Luas area kawasan⦁ Kepadatan bangunan⦁ RTH
⦁ Jarak antar bangunan
20
20
20
20
20
3
5
3
3
5
0.6
1.0
0.6
0.6
1.0
Jumlah 100 3.8
2 Aksesibilitas
⦁ Kondisi jalan⦁ Moda angkutan
⦁ Kapasitas jalan
40
30
30
3
5
5
1.2
1.5
1.5
Jumlah 100 4.2
3 Produksi PPI
⦁ Ekspor⦁ Nasional
⦁ Lokal
40
30
30
1
1
3
0.4
0.3
0.9
Jumlah 100 1.6
Skor rata-rata - 3.2
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012
Berdasarkan tabel 35 penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang zona B berdasarkan variabel yang terdiri dari
penggunaan lahan, aksesibilitas dan produksi PPI yang terbagi dalam beberapa indikator penilaian. Adapun
penilaian kesesuaian pemanfaatan lahan zona B berdasarkan variabel yang digunakan memiliki total skor 3.2
yang diperoleh dari jumlah skoring tiap variabel dibagi banyaknya variabel. Sehingga berdasarkan Indeks Bobot
Kualitatif Dan Kuantitatif Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan
menunjukkan bahwa zona B  sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Polejiwa.
⦁ Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona C
Zona C merupakan zona yang terletak pada bagian selatan dari Ibukota Kecamatan Tanete Rilau dengan luas
11.2 Ha, pada zona ini hamparan sawah yang sangat luas, karena hampir keseluruhan kawasan ini didominasi
oleh sawah. Zona ini juga terdapat permukiman warga, yang pada satu sisi permukiman terdapat suku Toraja
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yang bermukim didalamnya. Akan tetapi pada zona ini terdapat sampah yang berserakan di pinggir jalan hal
tersebut bersumber dari sampah rumah tangga yang bermukim di kawasan zona C yang tidak memperhatikan
kebersihan kawasannya. Di kawasan ini terdapat sarana kesehatan yaitu posyandu dan sarana perkantoran yaitu
PNPM Mandiri.
⦁ Penggunaan lahan
⦁ Kepemilikan Lahan
Adapun kepemilikan lahan pada zona ini terdiri dari lahan milik masayarakat dan sebagian merupakan hak
pakai, sehingga dalam pengembangan kawasan wisata kedepannya akan mengalami kesulitan atau hambatan
dalam hal pembebasan lahan, karena pada zona ini terdapat permukiman warga dan persawahan yang luas milik
masyarakat.
⦁ Luas area kawasan
Luas area kawasan pada zona C dinilai sesuai, dengan luas kawasan 11.2 Ha atau sekitar 45 % dari
total keseluruhan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dusun Polejiwa. Namun pada zona C tidak
langsung terlibat terhadap aktivitas di pangkalan pendaratan ikan.
⦁ Kepadatan bangunan
Kepadatan bangunan di kawasan zona C dapat dilihat dari jumlah penduduk dan aktivitasnya. Jumlah
penduduk di kawasan zona C sangat tinggi karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas
penduduk yang tepat berada di jalur transportasi lintas Kabupaten maupun Provinsi.
⦁ Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau pada kawasan zona C yang merupakan lahan pertanian yaitu persawahan sangat
mendominasi luas keseluruhan kawasan pada zona C. Ruang terbuka hijau di zona C yang sebesar 60 %  telah
memenuhi standar ideal ruang terbuka hijau yang 40 % dari keseluruhan setiap kawasan.
⦁ Jarak antar  bangunan
Kepadatan penduduk yang terjadi di kawasan zona C tidak berpengaruh terhadap jarak antar bangunan di
zona ini karena tingkat kesadaran penduduk terhadap tata bangunan yang memperhatikan jarak setiap bangunan
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sangat tinggi.
⦁ Aksesibilitas
⦁ Kondisi jalan
Kondisi jalan menuju zona C berupa jalan pengerasan beraspal dengan lebar 4 m berdasarkan penialain
indikator maka kondisi jalan pada zona C memiliki nilai 3. Nilai 3 menunjukkan kondisi jalan menuju zona C
berupa jalan pengerasan.
⦁ Moda angkutan
Untuk menuju zona C dapat di tempuh dengan semua jenis angkutan karena ditunjang dengan kondisi jalan
pengerasan. berdasarkan indikator penilaian sarana transportasi maka untuk moda angkutan pada zona C
memiliki nilai 5. Nilai 5 menunjukkan zona C dapat ditempuh oleh semua jenis angkutan baik mobil maupun
motor.
⦁ Kapasitas jalan
Kapasitas jalan pada zona C, dengan lebar 4 meter kurang memungkinkan 2 mobil secara berpapasas
melalui jalan ini. Di mana dapat membuat pengguna jalan lain terhambat. Maka untuk kapasitas jalan pada zona
C memiliki nilai 3.
⦁ Produksi PPI
Produksi pangkalan pendaratan ikan  pada zona C yang didominasi oleh hamparan sawah ini tidak terjadi
produksi PPI, baik dari segi ekspor, nasional maupun lokalnya. Sehingga pada indikator produksi PPI ini pada
zona C mendapat nilai masing-masing 1. Nilai 1 menunjukkan tidak terjadinya aktifitas produksi PPI pada
kawasan ini.
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Penilaian kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk zona C berdasarkan variabel penggunaan lahan, aksesibilitas
dan produksi PPI sebagai berikut:
Table 36
Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Zona C
No Variable Indikator Bobot Nilai Skoring
1 Penggunaan Lahan
⦁ Kepemilikan lahan⦁ Luas area kawasan⦁ Kepadatan bangunan⦁ RTH
⦁ Jarak antar bangunan
20
20
20
20
20
1
3
3
5
5
0.2
0.6
0.6
1.0
1.0
25
Jumlah 100 3.4
2 Aksesibilitas
⦁ Kondisi jalan⦁ Moda angkutan
⦁ Kapasitas jalan
40
30
30
3
5
3
1.2
1.5
0.9
Jumlah 100 3.6
3 Produksi PPI
⦁ Ekspor⦁ Nasional
⦁ Lokal
40
30
30
1
1
1
0.4
0.4
0.4
Jumlah 30 1.2
Skor rata-rata - 2.7
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012
Berdasarkan tabel 36 penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang zona C memiliki total skor 2.7 skor tersebut
menunjukkan bahwa zona C memiliki kondisi sesuai terhadap pemanfaatan ruang kawasan pangkalan
pendaratan ikan. Akan tetapi tingkat produksi PPI pada zona ini masih perlu penanganan khusus yakni
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang ada di kawasan PPI yang dapat menunjang kegiatan
pendaratan ikan nantinya.
Setelah dilakukan penilaian terhadap semua indikator kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdiri atas tiga
zona, kemudian dilakukan pembobotan untuk mengetahui zona yang paling sesuai untuk pemanfaatan ruang
kawasan pangkalan pendaratan ikan  dan menunjang sebagai zona utama kawasan, sebagaimana pada tabel
berikut:
Table 37
Penilaian Variabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan
N
o
Variabel Indikator Nilai bobot tiap variabel Jumlah
Zona A Zona B Zona C
1 Penggunaan
Lahan
⦁ Kepemilikan
lahan 1.0 0.6 0.2 1.8⦁ Luas area kawasan 1.0 1.0 0.6 2.6
⦁ Kepadatan
bangunan 1.0 0.6 0.6 2.2⦁ RTH 0.6 0.6 1.0 2.2⦁ Jarak antar
bangunan 1.0 1.0 1.0 3.0
Jumlah 11.8
2 Aksesibilitas ⦁ Kondisi Jalan 2.0 1.2 1.2 4.4
⦁ Moda Angkutan 0.9 1.5 1.5 3.9⦁ Kapasitas jalan 1.5 1.5 0.9 3.9
Jumlah 12.2
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3 Produksi PPI ⦁ Ekspor 0.4 0.4 0.4 1.2⦁ Nasional 0.3 0.3 0.4 1.0⦁ Lokal 1.5 0.9 0.4 2.8
Jumlah 5.0
Jumlah skor 11.2 9.6 8.2 29.0
Nilai Rata-rata 2.6
Sumber: Hasil Analisis 2012
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, Zona A memiliki skor tertinggi dalam penilaian
kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan indeks bobot
kualitatif dan kuantitatif 3.7 maka zona A termasuk dalam kategori sangat, zona B termasuk kategori sesuai
dengan bobot 3.2 dan untuk zona C juga memiliki kategori sesuai dengan bobot 2.7. Ketiga zona tersebut sesuai
untuk pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa. Adapun urutan zona kawasan
pangkalan pendaratan ikan  yang memiliki tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dan komponen kegiatan
berdasarkan hasil penilaian pada setiap indikator, sebagaimana pada tabel berikut:
Table 38
Penilaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
No Zona Nilai Skor Kategori
1 A 11.2 Sangat Sesuai
2 B 9.6 Sesuai
3 C 8.2 Sesuai
Jumlah 29.0 -
Nilai Rata-rata 2.6 Sesuai
Sumber: Hasil Analisis 2012
Berdasarkan  tabel diatas,  dapat disimpulkan bahwa kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
dengan luas 25.9 Ha berdasarkan kriteria kesesuaian pemanfaatan ruang  yang terdiri dari penggunaan lahan,
aksesibilitas dan produksi PPI, kawasan ini sesuai untuk kawasan pemanfaatan ruang Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Polejiwa dengan nilai rata-rata skor 2.6. Berdasarkan tingkat kuantitatif  skor tersebut berada pada nilai
antara >1– 3 yang mana skor tersebut menunjukkan bahwa kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
ini sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan dengan kegiatan yang ada di dalamnya.
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⦁ Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Kawasan pangkalan pendaratan ikan akan dikembangkan sebagai kawasan yang dapat mendukung
peningkatan produksi perikanan dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan. Arahan
pemanfaatan ruang dilakukan untuk menentukan kegiatan/ aktivitas yang berlangsung dalam kawasan pangkalan
pendaratan ikan. Adapun pembentukan kegiatan aktifitas yang akan berlangsung dibagi dalam tiga kategori,
yaitu:
⦁ Zona A
⦁ Zona B
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⦁ Zona C
Keterkaitan antar komponen kegiatan akan memberikan pola pemanfaatan lahan/ruang yang efisien, efektif
dan berkesinambungan. Sehingga tercipta bentuk kawasan sesuai dengan kondisi lahan dan daya tarik
masyarakat yang ada. Adapun kriteria arahan pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan sebagai
berikut:
⦁ Arahan Pemanfaatan  Ruang Zona A
Zona A atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Pabbiring, berdasarkan hasil analisis kesesuaian
pemanfaatan ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan terletak pada posisi utama kawasanm sangat sesuai
untuk pemanfaatan ruang pangkalan pendaratan ikan karena ditunjang dengan penggunaan lahan dan
aksesibilitas yang dimiliki zona tersebut sangat mendukung untuk pemanfaatan ruang pendaratan ikan,
pemanfaatan ruang zona A  yang didominasi oleh hamparan pantai, permukiman dan juga di zona inilah
pangkalan pendaratan ikan berada.
Belum berfungsinya pangkalan pendaratan ikan ini membuat pemerintah maupun masyarakat bekerja
sama dalam mengoptimalkan pengoprasiaan pangkalan pendaratan ikan ini dengan penggunaan lahan dan
aksesibilitas yang dimiliki zona ini sangat menunjang untuk kegiatan pendaratan ikan, wisata memancing ikan,
akan tetapi tidak di tunjang dengan Produksi PPI yang sampai pada skala nasional maupun ekspor. Sehingga
harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas tangkapan masyarakat yang dapat menunjang dalam kegiatan di
pangkalan pendaratan ikan Polejiwa. Adapun arahan pemanfaatan ruang pada zona ini dengan luas
pemanfaatan lahan 5.3 Ha  sebagai berikut:
⦁ Kantor pengelola dan pos pengamanan yang berada di PPI Polejiwa
⦁ Sarana wisata seperti pantai pijar dan wisata memancing.
⦁ Pangkalan pendaratan ikan sebagai kegiatan utama pada zona ini.
⦁ Pengadaan fasilitas pemecah ombak (Breakwater) menunjang pengoprasian pangkalan pendaratan
ikan.
⦁ Tempat penyewaan alat mancing di sekitar PPI Polejiwa, dengan luas 150 m2.
⦁ Lahan parkir dan Jalur pejalan kaki. Dimana lahan parkir yang disediakan berada di area PPI
30
Polejiwa.
⦁ Jalan keluar-masuk dizona A, berfungsi sebagai jalur evakuasi guna menanggulangi kemungkinan
buruk yang terjadi seperti bencana kebakaran, banjir dan bancana tsunami, namun jalan ini bukan
dibuka untuk umum sehingga perlunya pengamanan yang ketat seperti adanya pos pengamanan
dan portal yang menjaga agar tidak ada pengunjung liar yang masuk ke kawasan tersebut.
⦁ Area pengeringan ikan kering yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Barru, dengan luas
1500 m2.
⦁ Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI
⦁ Arahan Pemanfaatan Ruang  Zona B
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang zona B sangat sesuai untuk pemanfaatan ruang
pangkalan pendaratan ikan dan merupakan zona penunjang kegiatan pangkalan pendaratan ikan karena zona B
didominasi empang yang luas. Memiliki sirkulasi transportasi untuk pergerakan dalam kawasan serta mobilitas
menuju ke kawasan, selain itu zona B memiliki lahan yang cukup baik dalam rangka pengembangan dengan
dukungan penggunaan lahan  sehingga memungkinkan untuk kegiatan pengembangan sarana penunjang
kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Polejiwa. Adapun arahan pemanfaatan ruang pada zona ini dengan
luas pemanfaatan lahan 9.4 Ha  sebagai berikut:
⦁ Zona B sebagai pusat penunjang dalam kawasan pangkalan pendaratan ikan.
⦁ Pos pengamanan sebagai sarana keamanan baik bagi para pengunjung maupun keamanan lokasi
kawasan pangkalan pendaratan ikan, dengan luas 270 m2.
⦁ Lapangan olahraga, dengan luas 1000 m2.
⦁ Open space sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian tetap terjaga dan dapat berfugsi sebagai
penyejuk dan menambah unsur keindahan.
⦁ Menjadikan empang sebagai kawasan budidaya perikanan.
⦁ Menentukan lokasi strategis di kawasan zona B ini untuk industi pengalengan ikan.
⦁ Jalur pejalan kaki
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⦁ Perbaikan akses jalan yang ada di zona B
⦁ Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI
⦁ Arahan Pemanfaatan Lahan Zona C
Zona C terdapat hamparan sawah yang sangat luas. Zona ini juga terdapat permukinan penduduk dan
sarana kesehatan dan kantor, dengan luas keseluruhan zona C adalah 11.2 Ha. Berdasarkan hasil analisis
kesesuaian pemanfaatana ruang zona C sesuai untuk lahan pengembangan kegiatan pangkalan pendaratan ikan.
Permukiman yang ada di kawasan ini menghasilkan sampah rumah tangga yang hanya di buang di pinggir
jalan. Dengan alasan tidak adanya fasilitas tempat pembuangan sampah di kawasan ini yang membuat kawasan
ini menjadi kotor dan mengurangi keindahan kawasan tersebut. Sehingga pelunya arahan pemanfaatan ruang
pada zona ini. Zona ini di fungsikan sebagai jalur untuk keluar masuk ke kawasan pangkalan pendaratan ikan.
Adapun arahan komponen kegiatan yang bisa di kembangkan pada zona ini adalah:
⦁ Ruang terbuka hijau yang berupa  taman,  arahan peruntukan ruang terbuka ini dimaksudkan agar
dapat memberikan kesan alami.
⦁ Zona C sebagai pusat pendukung dalam kawasan pangkalan pendaratan ikan.
⦁ Penyediaan tempat pembuangan sementara bagi masyarakat.
⦁ Pengadaan lampu penerangan
⦁ Jalur pejalan kaki
⦁ Jalur keluar masuk kawasan (pintu utama)
⦁ Peningkatan kualitas produksi PPI
⦁ Open space, sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian zona C tetap terjaga dan dapat
berfugsi sebagai penyejuk pada kawasan pangkalan pendaratan ikan.
⦁ Sektor persawahan secara wilayah belum merupakan sektor leading, namun potensi  padi yang baik
perlu didukung mengingat prospek kebutuhan masa depan dengan menerapkan usaha pertanian
terpadu.
⦁ Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI.
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⦁ Rekomendasi Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Kabupaten Barru
Salah satu masalah yang membuat masyarakat belum ingin melakukan pendaratan ikan di PPI
Polejiwa adalah karena belum terpenuhinya sarana maupun prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Polejiwa. Berikut fasilitas sarana maupun prasarana menurut elemen-elemen PPI yang harus ada sesuai
dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
⦁ Kesimpulan
Perkembangan wilayah pesisir Kabupaten Barru khususnya kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Polejiwa yang merupakan satu-satunya Pangkalan Pendaratan Ikan yang ada di Kabupaten Barru mengalami
peningkatan. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari cepatnya proses pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat dalam membangun wilayahnya di atas lahan yang tersedia walaupun sangat terbatas.
Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa dengan luas kawasan 25.9 Ha dibagi kedalam 3 zona
sehingga di hasilkan pusat pengembangan di zona A, penunjang di zona B dan pendukung di zona C. Sehingga
kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa sesuai untuk pemanfaatan ruang kawasan Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) dan kegiatan yang ada di dalamnya.
⦁ Arahan pemanfaatan ruang zona A dengan luas pemanfaatan lahan 5.3 Ha  sebagai berikut:
⦁ Kantor pengelola dan pos pengamanan yang berada di PPI Polejiwa
⦁ Sarana wisata seperti pantai pijar dan wisata memancing.
⦁ Pangkalan pendaratan ikan sebagai kegiatan utama pada zona ini.
⦁ Pengadaan fasilitas pemecah ombak (Breakwater) menunjang pengoprasian pangkalan pendaratan
ikan.
⦁ Tempat penyewaan alat mancing di sekitar PPI Polejiwa, dengan luas 150 m2.
⦁ Lahan parkir dan Jalur pejalan kaki. Dimana lahan parkir yang disediakan berada di area PPI
Polejiwa.
⦁ Jalan keluar-masuk dizona A
⦁ Area pengeringan ikan kering yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Barru, dengan luas
1500 m2.
⦁ Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI
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⦁ Arahan pemanfaatan ruang zona B dengan luas pemanfaatan lahan 9.4 Ha  sebagai berikut:
⦁ Pos pengamanan sebagai sarana keamanan baik bagi para pengunjung maupun keamanan lokasi
kawasan pangkalan pendaratan ikan, dengan luas 270 m2.
⦁ Lapangan olahraga, dengan luas 1000 m2.
⦁ Open space sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian tetap terjaga dan dapat berfugsi sebagai
penyejuk dan menambah unsur keindahan.
⦁ Menjadikan empang sebagai kawasan budidaya perikanan.
⦁ Menentukan lokasi strategis di kawasan zona B ini untuk industi pengalengan ikan.
⦁ Jalur pejalan kaki
⦁ Perbaikan akses jalan yang ada di zona B
⦁ Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI
⦁ Arahan pemanfaatan ruang zona C dengan luas pemanfaatan lahan11.2 Ha sebagai berikut :
⦁ Ruang terbuka hijau yang berupa  taman,  arahan peruntukan ruang terbuka ini dimaksudkan agar
dapat memberikan kesan alami.
⦁ Penyediaan tempat pembuangan sementara bagi masyarakat.
⦁ Pengadaan lampu penerangan
⦁ Jalur pejalan kaki
⦁ Jalur keluar masuk kawasan (pintu utama)
⦁ Peningkatan kualitas produksi PPI
⦁ Open space, sebagai ruang terbuka kawasan agar kealamian zona C tetap terjaga dan dapat
berfugsi sebagai penyejuk pada kawasan pangkalan pendaratan ikan.
⦁ Sektor persawahan secara wilayah belum merupakan sektor leading, namun potensi  padi yang baik
perlu didukung mengingat prospek kebutuhan masa depan dengan menerapkan usaha pertanian
terpadu.
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⦁ Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi PPI.
⦁ Saran
⦁ Kepada pemerintah daerah  Kabupaten Barru, meliputi :
⦁ Pengadaan fasilitas sarana maupun prasarana di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang belum
tersedia, di lakukan oleh Dinas Prasarana Wilayah bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru
⦁ Peningkatan sumber daya kependudukan yang nantinya akan berdampak positif terhadapa pembangunan di
kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
⦁ Dengan potensi kawasan pangkalan pendaratan ikan yang ada, kawasan tersebut dapat dijadikan dan
dikembangkan menjadi salah satu kawasan pusat aktivitas perekonomiaan dan wisata. Hal ini akan
memberikan keuntungan dengan menambah income (pendapatan) bagi pemerintah daerah, desa, dan
masyarakat polejiwa sendiri.
⦁ Kepada masyarakat di Desa Tellumpanua, khususnya masyarakat yang berada di kawasan Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa untuk meningkatkan kualitas produksi PPI, serta harus  berusaha membangun
kerjasama dengan pemerintah guna pembangunan dan perkembangan di kawasan  Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Polejiwa.
⦁ Kepada peneliti selanjutnya, untuk mengkaji pengembangan fasilitas dan pengoptimalan kawasan yang
berorientasis pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
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LAMPIRAN
Visualisasi Kondisi di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa Desa Tellumpanua
Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten Barru
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